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ABSTRAKSI

Fenomena yang terdapat di Indonesia ini adalah berlomba-lombanya partai
politik untuk menginklusitkan diri dan mewadahi semua basis pemilih. Sedangkan
ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di
internal partai, dan ideologi partai tidak lagi menjadi tolak ukur dalam menyusun
suatu kebijakan. Fenomena tersebut terjadi di semua partai politik baik yang
berideologi religius maupun nasionalis.

Namun yang menarik ada salah satu partai di Indonesia, yang saat ini masih
berusaha untuk tetap konsisten terhadap tujuan awal partainya. Partai tersebut ialah
Partai Keadilan Sejahtera atau yang sering disebut PKS. Sesuai dengan AD/ART,
partai tersebut menyatakan bahwa Islam sebagai asas partainya. Namun pada
beberapa tahun belakangan terjadi pergeseran gerakan, dimana adanya masyarakat
non muslim yang bergabung dalam keanggotaan PKS, khususnya di DPD PKS
Kabupaten Sidoarjo. Dan pada akhirnya Islam sebagai asas yang telah lama mereka
terapkan, perlu dipertanyakan keabsahannya. Sehingga pada penelitian ini, penulis
berfokus pada tema konsistensi aktivis pada ideologi partai keadilan sejahtera
kabupaten sidoarjo, yang akan menjawab dua hal penting. Yaitu: 1). Bagaimana
Ideologi yang diterapkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo
? 2). Bagaimana Konsistensi Aktivis pada Ideologi yang diterapkan oleh DPD
Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo ?.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dimana data-data
yang dikumpulkan dan dianalisis berupa penjelasan, keterangan yang bukan bentuk
angka-angka. Sedangkan dalam penjelasannya, penelitian ini bersifat deskriptif
yaitu suatu bentuk pendekatan yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, interview, dan dokumentasi yang didaptkan dari hasil di lapangan.
Kemudian dari data-data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis menggunakan teori
politik utamanya teori partai politik. Dan lokasi penelitian ini bertempat di DPD
PKS Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan penelitian ini yaitu : 1) Ideologi yang digunakan oleh PKS
adalah Islam sesuai dengan AD/ART dan para aktivisnya pun mengiyakan hal
tersebut. 2) Perihal konsistensi aktivisnya, terlihat kurang konsisten dengan apa
yang telah dicanangkan dalam AD/ART nya. Para aktivis mengiyakan bahwa
ideologi PKS ialah Islam. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan, bahwa
didalam partai tersebut ada anggota yang non muslim.

Keyword : Partai Politik, Ideologi, DPD PKS Kabupaten Sidoarjo
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ideologi merupakan konsep yang kontraversial dalam analisis
politik, meskipun kata ideologi digunakan untuk menggambarkan tentang
pandangan alamiah yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat atau
pandangan dunia. Ada dua pengertian yang berkaitan mengenai ideologi
yaitu ideologi secara fungsional dan ideolgi secara struktural. Ideologi
secara fungsional dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara. Sedangkan
ideologi secara struktural diartikan sebagai suatu sistem pembenaran
seperti gagasan dan formula politik ataupun kebijakan yang diambil oleh
pemerintah maupun penguasa.’

Ideologi digunakan dalam analisis politik, untuk menggambarkan
tentang pandangan alamiah yang berkaitan dengan perkembangan
masyarakat. Didalam bukunya yang berjudul “Mengelola Partai Politik,
Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi”,

Firmanzah mengemukakan bahwa ideologi politik merupakan hal yang

amat penting untuk dibangun dalam partai politik.

! Lisa Andriyani, Islam Ideologi dan Terbangunnya partai Politik Islam (Studi Pada Partai
Keadilan Sejahtera), (Sidoarjo: Jurnal kalamsiasi, 2011), hal 53

2 Firmanzah, Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 328



Dengan mengetahui secara pasti ideologi partai politik, maka
seyogyanya ideologi yang sangat abstrak itu akan dapat dengan mudah
diterjemahkan dalam strategi komunikasi politik partai, ketika kampanye
pemilu maupun selama masa berkuasa. Melalui ideologi pula, partai akan
memiliki posisi tawar yang kuat dengan para calon legislatif maupun
eksekutif dan mengerti dengan pasti bagaimana memosisikan dirinya

dalam persaingan politik yang sangat dinamis.?

Partai politik bukan hanya sebagai tempat dan ruang untuk
menimba ilmu tentang politik dan bagaimana menjadi politisi yang baik,
bukan hanya ketika masa kampanye politik sebelum pemilihan suara,
tetapi justru juga selama ia menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Firmanzah dalam bukunya memandang bahwa ideologi politik
adalah hal yang amat penting untuk positioning politik dari parpol
tersebut, sebab dengan adanya ideologi politik maka arah perjuangan
partai tidak lagi bersifat pragmatisme dan konsumerisme semata.*

Fenomena yang terdapat di Indonesia ini adalah berlomba-
lombanya partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewadahi semua
basis pemilih. Sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel
sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai
tidak menjadi tolak ukur dalam menyusun suatu kebijakan. Fenomena

tersebut terjadi di semua partai politik baik yang berideologi nasionalis

3 Firmanzah, Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi, 30
4 Ibid, 30



maupun religius. Banyak partai yang sudah menjadi pragmatis dalam
melaksanakan agenda rutinan partainya.

Namun yang menarik ada salah satu partai di Indonesia yang saat
ini masih berusaha untuk tetap konsisten terhadap tujuan awal partainya.
Salah satu partai yang masih menggunakan identitas keislamannya untuk
menjalankan agenda partainya. Partai tersebut ialah Partai Keadilan
Sejahtera atau yang sering disebut PKS. Partai tersebut memiliki ideologi
Islam dan identitas bersih serta peduli pada pilihan-plihan yang mereka
lakukan telah mencerminkan identitas mereka.

Islam juga sebuah ideologi yang terkemuka dan islam sebagai
ideologi mempunyai fungsi interaktif dalam sistem politik negara serta
dapat memainkan peran disintegratif. Penerapan islam sebagai sebuah
ideologi mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada setiap negara juga
partai didalam sebuah negara. Dalam pandangan politik, kesadaran
masyarakat yang semakin meningkat terhadap peran islam sebagai
ideologi akan memperkuat konsensus yang ada dalam masyarakat
sehingga akan dapat menimbulkan ketegangan pada kelompok minoritas.’

PKS adalah partai yang menyebutkan bahwa partai mereka
berasaskan Islam serta menyandarkan dirinya sebagai partai politik yang
lebih modern dengan basis kelas menengah yang lahir dari kampus dengan
motor penggerak melalui lembaga dakwah kampus. Serta PKS dengan

identitasnya sebagai partai kader menempatkan kader partai sebagai modal

3 Lisa Andriyani, Islam Ideologi, hal 57



pokok dan penggerak utama partai, sehingga dalam pengembangannya
telah dirumuskan startegi mobilisasi kader kedalam segala sektor untuk
memperkuat posisi partai.®

Dalam kancah politik, PKS memiliki peran yang signifikan bila
dibandingkan dengan partai lainnya. Salah satu hal yang cukup bergema
adalah soal ideologi ikhwanul musliminnya yang cukup menarik perhatian
masyarakat untuk mendalami tentang partai tersebut. Dan hal lainnya yang
cukup bergema adalah isu-isu parlemen bersih dan kepedulian terhadap
kepentingan rakyat. Serta isu lain yang cukup menarik perhatian
masyarakat ialah pelatihan kader-kader partainya yang dirasa cukup
matang untuk membangun progres PKS ke depannya. Selain itu PKS juga
kerap menyuarakan isu-isu moral, yang saat ini sedang terjadi banyak
tindakan penyelewengan terhadap moral masyarakat Indonesia.’

Namun yang terjadi di lapangan saat ini di DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Sidoarjo ialah, ada beberapa anggota partainya yang
memang tidak muslim. Hal ini menjadi suatu fenomena menarik untuk
diteliti, dimana partai berasaskan islam yang merupakan partai kader saat
ini semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai yang berideologi
nasionalis. Yang menjadi sebuah pertanyaan ialah bagaimana proses
pemantapan ideologi yang dilakukan oleh PKS terhadap kadernya yang
non muslim. Sedangkan model dalam setiap jajaran kepengurusannya

sangat kental dengan gaya islami, serta dalam setiap pengambilan

® Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera, diunduh pada 18 Desember
2016
7 Ibid
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keputusanya selalu mengikutsertakan agama islam. Lalu bagaimana
kontribusi ideologi anggota PKS yang non muslim, sedangkan di wilayah
Kabupaten Sidoarjo sendiri agama islam adalah agama mayoritas.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana realitas
penerapan ideologi partai keadilan sejahtera di wilayah Sidoarjo, dengan
basik ideologi Islam yang dipakai oleh partai tersebut dan juga ingin
menganalisis bagaimana konsistensi aktivisnya terhadap ideologi Partai
Keadilan Sejahtera sesuai dengan AD/ART.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih
memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan
rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana Ideologi yang diterapkan oleh DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Konsistensi Aktivis pada Ideologi yang diterapkan oleh
DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo ?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, peneliti hendak mempunyai
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk Menjelaskan Ideologi yang digunakan oleh Partai Keadilan

Sejahtera DPD Kabupaten Sidoarjo secara detail.



2. Untuk Menganalisis Konsistensi Aktivis Partai Keadilan Sejahtera

pada Ideologi yang diterapkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera

Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas. Maka, dapat peneliti

paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur serta bahan kajian ilmu politik dalam upaya
perkembangan keilmuan.

Menggambarkan fenomena sosial-politik yang ada.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran
di penelitian-penelitian berikutnya, terkait ideologi partai politik

yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a.

Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas dalam
memperoleh gelar sarja Strata Satu.

Sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.
Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyarakat mengetahui
tentang ideologi partai yang ada di Indonesia lebih khusus Partai

Keadilan Sejahtera.

E. Penegasan Konsep

Untuk menghindari agar tidak adanya kesalahpahaman dalam

memahami judul di dalam skripsi ini, maka penulis cantumkan istilah-



istilah yang terangkai pada judul. Dan untuk memperjelas interpretasi

terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul Konsistensi Aktivis Pada

Ideologi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus DPD Partai Keadilan

Sejahtera Kabupaten Sidoarjo), berikut akan dijelaskan istilah-istilah yang

terangkai pada judul dalam konteks kebahasaan :

1.

Konsistensi Aktivis adalah ketetapan ataupun kemantapan dalam
memercayai dan juga melaksanakan doktrin atau kepercayaan yang
menjadi dasar politik, ekonomi, atau sistem. Dan Orang-orang yang
melaksanaannya tepat dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam
berbagai hal, serta selalu mendahulukan kepentingan bersama demi
mencapai tujuan ideologi yang telah disepakati bersama. Dimana
kemantapan yang dilakukan para aktivis tersebut akan sangat
berdampak besar bagi kemajuan partai yang mereka usung.

Ideologi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera ialah
partai yang berdiri dengan ideologi islam dan identitas bersih serta
peduli pada pilihan-plihan yang disalurkan oleh masyarakat. Hal
tersebut mereka lakukan untuk mencerminkan identitas mereka. PKS
identik dengan partai berbasis ideologi islam dan beridentitas sebagai
partai kader. Dimana cita-cita mereka ialah mewujudkan masyarakat

Indonesia menjadi masyarakat madani dan Rahmatan Lil ‘Alamin.



F. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang ada, yang juga membahas tentang

ideologi Partai Keadilan Sejahtera perlu dipaparkan untuk menjadi

tambahan kajian pustaka dalam penelitian kali ini.

1.

Skripsi oleh Wira Riko Shandi (2014) dari universitas Maritim Raja
Ali Haji Tanjungpinang yang berjudul “Politik Identitas Partai Islam
(Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Partai Keadilan
Sejahtera sudah mencirikan nilai dan prinsip partai Islam. Dibuktikan
dengan Islam sebagai asas partai, memandang Islam adalah solusi
konkrit yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat
Indonesia dan menjadikan Islam Rahmat semesta, sesuai dengan Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi. Kemudian dalam pergerakannya, Partai
Keadilan Sejahtera menggunakan metode dakwah (pembinaan) bagi
kadernya. Proses pembinaan yang berbentuk halaqah cukup efektif
dalam pembentukan karakter Islami bagi kader-kader Partai Keadilan
Sejahtera.

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar kedepan
Partai Keadilan Sejahtera harus lebih menunjukkan identitas diri
sebagai Partai yang bernafaskan Islam, dengan substansi nilai-nilai

Islam yang telah diterapkan, serta mempersiapkan kadernya untuk



lebih memaksimalkan perannya di tengah-tengah masyarakat sehingga
mampu meningkatkan simpati kontituennya.®

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis
lakukan. Karena penelitian tersebut berfokus pada identitas Partai
Keadilan Sejahtera, sedangkan penelitian yang penulis lakukan
berfokus pada konsistensi aktivis pada ideologi yang sudah
dicanangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

2. Skripsi oleh Ach. Basyir (2014) dari Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Ideologi Politik Dilematis Partai
Keadilan Sejahtera Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme”

Berikut penjelasan hasil dari penelitian tersebut, bahwa PKS
dalam konteks pluralitas kebangsaan tetap menghormati, dan
menghargai adanya sikap keberagaman yang terdapat di Indonesia.
Kemajemukan masyarakat adalah sebuah tantangan baru bagi PKS,
untuk mewujudkan cita-cita partai yakni terwujudnya masyarakat
madani. Islam sebagai konsepsi dasar PKS dalam memandang
permasalahan yang ada saat ini. Islam sebagai suatu ide yang
universal, mencakup seluruh aspek kehidupan dan merupakan
Rahmatan Lil Alamin di muka bumi ini, menjadi sebuah konsep yang

kuat bagi PKS dalam setiap aktifitas politiknya.

8 Wira Riko Shandi, “Politik Identitas Partai Islam (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera),
Skripsi”. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang, 2014)



Dampak ideologi dilematis PKS membawa sejumlah
perubahan dalam diri PKS, yaitu perubahan perilaku individu dengan
lunturnya kesederhanaan yang diyakini sebagian kalangan sebagai
contoh perubahan perilaku individu. Hal ini bukan merupakan
fenomena umum, namun segelintir orang yang seperti itu menempati
posisi kepemimpinan dan pos-pos strategis dalam struktur partai,
sehingga oleh publik dianggap merupakan personifikasi PKS sebagai
lembaga. Selanjutnya adalah perubahan perilaku politik, yang juga
dipandang sebagai penyimpangan dari asas dan falsafah yang
dibangun sejak lama, antara lain berupa kecenderungan untuk
berorientasi pada kekuasaan, dibandingkan moralitas dan substansi
nilai-nilai yang diperjuangkan. Salah satu indikatornya di berbagai
daerah, PKS mudah saja berkoalisi dengan pihak manapun untuk maju
dan memenangkan pemilukada. Hal inilah yang ditengarai membuat
beberapa kalangan menilai PKS sekarang sudah pragmatis.’

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis
lakukan. Karena penelitian tersebut berfokus pada pergerseran strategi
sebagai bentuk perwujudan ideologi Partai Keadilan Sejahtera,
sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada konsistensi
aktivis didalam Partai Keadilan Sejahtera terhadap ideologi yang

sudah dicanangkan oleh partainya.

® Ach. Basyir, “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sekahtera Antara Gerakan Tarbiyah dan
Pragmatisme, Skripsi” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, yang bersifat field research (penelitian lapangan). Dimana
penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkanya secara
numeric, sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Dengan
pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud memperoleh
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang
terjadi. Melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi
dalam memahami makna fenomena yang ada, serta makna simbolik

dibalik realita.®
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Menurut Strauss, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah
pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang meghasilkan
temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik
atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada
penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau

hubungan-hubungan internasional. !

Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai
oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika)
khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan

penelitian secara alamiah. Latar atau individu yang hendak diteliti

10 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 56
! Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakartal. Ar-Ruzz Media, 2014) hal14
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hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul
bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau
individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan tingkat bobot
ilmiah. '?

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo. Pertama, PKS adalah
salah satu partai yang sangat serius menggodok kadernya agar
menghasilkan kader-kader yang berkualitas serta bermartabat. Dan
memang PKS termasuk dalam golongan partai kader. Kedua, PKS
memiliki anggota non muslim yang notabenenya bersebrangan dengan
asas yang telah di tetapkan dalam AD/ART PKS.

Sehingga menjadi suatu fenomena yang menarik untuk
diteliti lebih dalam. Ketiga, akses yang mudah untuk penulis meneliti
karena memang sebelumnya sudah kenal dengan beberapa narasumber
dari pihak PKS. Diharapkan pada penelitian ini juga bisa memberikan
sumbangsih yang bermanfaat, terutama dalam mewujudkan cita-cita
bangsa menuju negara yang berkeimanan dan berkemanusiaan serta
maju dalam aspek pendidikan politik.

Sumber Data dan Jenis Data
Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam

penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber

12 bid, 14
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data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang
diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber
data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis
sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya
13
a. Data Primer
Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara
langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan
menggunakan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan
seperti mengadakan observasi ke lapangan dan wawancara
secara langsung dengan orang yang benar-benar mengetahui
permasalahan penelitian.'* Data tersebut diperoleh dari pelaku
utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian.
Dalam hal penentuan sumber data primer, yang akan
dijadikan  sebagai bahan acuan penelitian. Penulis
menggunakan metode Purposive Sampling. Purposive
sampling adalah salah satu teknik sampling non random
sampling. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus, yang sesuai dengan

tujuan penelitian. Sehingga sampel tersebut diharapkan dapat

13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hal
129
14 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hal 129
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menjawab permasalahan penelitian yang diamati oleh

penulis.'®

Berdasarkan penjelasan purposive sampling di atas,
ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik
tersebut. Yaitu non random sampling dan menetapkan ciri
khusus sesuai tujuan penelitian oleh penulis. Non random
sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan
kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk
dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja
dibuat oleh penulis, agar sampel yang diambil nantinya dapat
memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai
dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan
kriteria inklusi dan ekslusi. Tujuan dan pertimbangan
pengambilan subjek/sampel penelitian ini, agar penulis
mendapatkan sampel yang memang menguasai pengetahuan
tentang sistem perpolitikan dan sistem pengkaderan yang ada

di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo. '

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer
adalah hasil wawancara langsung dengan orang-orang yang

berhubungan dengan PKS baik pengurus aktif PKS maupun

5 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hal 130
¥Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, hal 130
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Simpatisan PKS. Dalam penelitian ini, informan yang diambil

yakni :

1y

2)

3)

4)

Anang Ma’ruf (Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Sidoarjo). Narasumber yang pertama dipilih
karena dianggap menjadi informan akurat dalam
menanggapi perithal kegiatan-kegiatan partai, para
kader partai, penerapan ad/art, dan hal krusial lainnya
mengenai Partai Keadilan Sejahtera.

Hanifah (Ketua Bidang Kewanitaaan DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo). Narasumber
kedua dinilai memiliki relevansi mengenai kegiatan
rutinan di dalam PKS. Karena mengenai ideologi,
pihak perempuan kerap kali cukup kritis dalam
menanggapi sebuah fenomena.

Gibson (Anggota Partai Keadila Sejahtera — Non
muslim). Narasumber ketiga dianggap menjadi
informan utama dalam penelitian ini. Karena penelitian
ini membahas tentang sekelompok kader non muslim
yang memang ada di PKS Sidoarjo. Dan dianggap
cukup mewakili kader-kader lainnya.

Ibu Ayu, Ibu Nia, Ibu Widya (Anggota Bidang
Kewanitaan DPD  Partai Keadilan Sejahtera).

Kelompok anggota PKS pihak perempuan yang dinilai
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cukup aktif dalam mengikuti kegiatan rutinannya.

Sehingga dirasa mampu untuk menjelaskan penerapan

ideologi PKS.

5) Drs. Muhammad Anwar (Simpatisan PKS sejak masih
menjadi Partai Keadilan). Narasumber terakhir ini
adalah menjadi narasumber pelengkap dalam penelitian
ini. Karena dianggap menjadi pengamat PKS,
meskipun belum menjadi pengurus, namun sudah
menjadi simpatisan sejak lama. Hal tersebut yang
menjadikan alasan kenapa penulis menjadikannya
narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang
peneliti secara tidak langsung dari obyeknya.!” Sumber data
sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel online, hasil
penelitian, browsing berita di internet, platform, dsb.

Dalam hal ini data sekunder yang terkait dengan
obyek penelitian adalah Platform PKS, AD/ART PKS, berupa
buku-buku yang berhubungan dengan PKS, Jurnal-jurnal
tentang PKS, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

obyek penelitian.

17 M. Syamsudin, Operasional Penelitia Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 99
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4. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,
maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi
(pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.
a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu
teknik yang dilakukan dalam pencarian data pada penelitian
kualitatif. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi
maupun suasana yang ada pada fokus penelitian. Selama
observasi berlangsung, penulis mampu memberikan gambaran
awal tentang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis
masalah yang ada.'®

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah salah satu cara
untuk  memperoleh data dalam penelitian kualitatif.
Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian yang
berhubungan dengan PKS. Dalam proses wawancara, subyek
penelitian atau informan harus jelas, dengan mengetahui
bagaimana latar belakang informan tersebut. wawancara
dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan untuk

tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dab R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

17



antara si penanya dengan si penjawab.!” Adapun yang
diwawancarai adalah pengurus dan anggota partai keadilan
sejahtera.
Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
dokumen sebagai sumber data. Dokumentasi merupakan cara
pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan
data-data tertulis lainnya. Arsip-arsip dan data-data lainnya
digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi
dan interview. Dokumen dibagi menjadi dokumentasi pribadi
dan dokumentasi resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau
kekurangan seseorang yang secara tertulis tentang tindakan,
kepercayaan serta pengalamannya. Sedangkan dokumen resmi
adalah dokumen yang diterbitkan secara resmi dan tidak semua

kalangan memiliki.?’

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan

mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihat

sebagaimana adanya.?! Penulis disini menggunakan teknik analisis

deskriptif dimana data yang peneliti peroleh kemudiaan akan

19 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pen

erbit Andi, 2006), 22

20 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, 22
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, 46
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diuraikan dan disusun serta dianalisis. Aktivitas dalam analisis data

yaitu reduction, display, dan conclusion drawing atau verification.

a.

b.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting
kemudian dicari tema atau polanya. Dengan reduksi, maka
peneliti merangkum, membuat kategorisasi, mengambil
data yang pokok dan penting. Sebagai bentuk hasil dari
penelitian yang akan disampaikan.

Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif,
penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dalam
hal ini Miles dan Hubbermas menyatakan bahwa penyajian
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif.

Conclusion Drawing atau Verification (Kesimpulan atau
verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
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ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu
obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga
setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan atau
interaktif.
6. Teknik Keabsahan Data
Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan
dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap
masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan.
Hingga kemudian dibentuk teknik pengujian keabsahan data yang
diberi nama dengan teknik pemeriksaan. 2>
Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan
hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2)
membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang
dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan
perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan
orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengan
atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.?’

22 Burhan, Penelitian Kualitatif edisi kedua, hal 257
2 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 330

20



H. Sistematika Penelitian

Penyajian hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika
penulisan sebagai berikut :
Bab Pertama yaitu Pendahuluan. Yang berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu, penegasan konsep, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab Kedua yaitu Kajian Pustaka yang membahas tentang Partai Politik,
Ideologi Partai Politik, Islam sebagai Ideologi.
Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera, yang
berisikan tentang sejarah Partai Keadilan Sejahtera, serta Visi — Misi
Partai Keadilan Sejahtera.
Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Analisis Data. Menjelaskan
terkait Ideologi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo, serta
Konsistensi Aktivis Partai Keadilan Sejahtera pada Ideologi yang
diterapkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo. Dan
analisis atas kedua hasil penelitian tersebut.
Bab Kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran atas
penelitian ini.
Daftar Pustaka.

Transkip Wawancara.

21



BAB |1
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran
aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya
ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-
tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan
bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut
sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara
spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan
pemerintah. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi
dari suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses
memodernisasikan diri.!

Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat
dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka, baik dengan cara Kkonstitusional maupun

inkonstitusional.?

! Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT . Gramedia Widisuasarana, 1992), 100.
2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) 408
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Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, sebagaimana dikutip oleh
Miriam Budihardjo melihat partai politik sebagai organisasi untuk
mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus mengapresiasikan dan
mengatur konflik. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang
mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, serta secara organisatoris
memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Arifin
Rahman mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan,
tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan
politik dalam negara.’

Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak
harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai
konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang
terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya.*

A. A Said Batara & Moh. Dzulkiah mengemukakan dalam perspektif
sosiologi politik, bahwa partai politik merupakan kumpulan dari
sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau
mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun
dalam ilmu politik, istilah partai politik biasa disebut sebagai suatu
kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya yang mempunyai

orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.’

3 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, 410.

4 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional (Surabaya: SIC
2002), 91.

> A.A. Said Batara & Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik; Konsep & Dinamika Perkembangan
Kajian, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2007), 221.
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Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau
klasifikasi. Klasifikasi itu dapat diketahui berdasarkan asas dan orientasi.
Komposisi dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan. Pertama, dari
sisi asas dan orientasi. Parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu :°

a.  Parpol pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan
kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi
tertentu.

b.  Parpol doktriner, ialah suatu parpol yang memiliki sejumlah
program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.

c.  Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan
dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis,
agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam
pemerintahan.

Kedua, dari sisi komposisi dan fungsi anggota partai politik dapat
dibedakan menjadi dua yaitu Partai Massa atau lindungan dan Partai
Kader. Berikut penjelasannya :’

a. Partai massa atau lindungan adalah partai politik yang
mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan
cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan
mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok

dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dipelihara.

® Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), 27
7 1bid, 28
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b.  Partai kader ialah partai yang mengandalkan kualitas anggota,
keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan
utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat
ketat yaitu melalui kaderisasi berjenjang dan intensif. Serta
penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Ketiga, dari sisi basis sosial dan tujuan. Partai politik dapat
dibedakan menjadi empat tipe. Berikut penjelasannya :

a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial
dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.

b. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan
kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh,
pengusaha, dlIl.

c. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama
tertentu.

d. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya
tertentu, seperti suku, bangsa, bahasa, dll.

Beberapa definisi tersebut di atas, membawa pada pemahaman
bahwa partai politik adalah kumpulan orang yang terorganisir secara rapi
dengan ideologi tertentu dan kepentingan untuk meraih kekuasaan dengan
penuh persaingan. Ada empat kata kunci tentang partai politik, yakni
ideology (ideology), kepentingan (interest), kekuasaan (power), dan
persaingan (competition). Ideologi dan kepentingan (interest) suatu partai

dapat mengidentifikasi dirinya dengan konstituennya. Ideologi sebagai

25



landasan untuk menyusun program kerja, dan tujuan-tujuan yang akan
dicapai.®
Bahkan visi dan misi, landasan dan prinsip-prinsip perjuangan, serta
cita-cita politik tidak lepas dari ideologi. Selain itu, setiap partai politik itu
dilahirkan untuk meraih kekuasaan. Untuk dapat berkuasa, maka setiap
partai politik harus bersaing (kompetisi) untuk meraih suara sebanyak-
banyaknya dari masyarakat pemilih. Dalam kompetisi inilah sering tidak
dapat dihindari gesekan-gesekan yang memicu terjadi konflik antar partai
politik. Oleh karena itu dibuatkan aturan-aturan atau norma-norma untuk
meraih kekuasaan melalui undang-undang, sehingga kekuasaan yang
nantinya didapat sudah melewati proses demokrasi yang transparan.’
Partai politik sebagai instrumen demokrasi, memiliki beragam
fungsi dan bergerak diantara beragam isu. Bahkan secara faktual, partai
politik bisa berubah dari bentuk yang ideologis menjadi partai massa. Dari
partai yang mengedepankan isu-isu spesifik ke isu-isu yang serba
mencakup. Begitu juga sebaliknya. Perubahan ini memungkinkan karena
adanya perubahan kecenderungan pemilih. Namun demikian eksistensi
partai politik tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek yang saling terkait.
Pertama, motivasi dan landasan sikap partai. Kedua, program kerja partai.
Ketiga implementasi program kerja partai. Asas atau ideologi partai
sebagai landasan sikap partai merupakan bagian penting dalam

mendefinisikan dan memahami partai politik. Motivasi dan landasan

8 Ibid, 28
¥ Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 57
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tersebut menjadi akar dari program kerja dan proses implementasi program
kerja partai.'”

Pilihan partai politik terhadap ideologi tertentu bisa menyebabkan
pilihan masyarakat menjadi terbatas sesuai dengan warna ideologi
tersebut. Dalam teori ekonomi demokrasi sebagaimana dinyatakan
Anthony Downs, konvergensi ideologi kiri dan kanan bisa lebih membuka
peluang bagi kemenangan partai politik. [a bisa meraup lebih banyak suara
karena tidak terjebak dalam kubu tertentu dan memberikan peluang yang
lebih luas bagi pilihan rasional para pemilih. !

Secara historis, partai politik mengalami banyak perkembangan
sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh partai politik itu sendiri.
Partai politik yang bergerak dengan corak dan warna ideologinya yang
khas dan ketat, sering disebut sebagai partai ideologi, partai kader, atau
partai asas.'?

Berdasarkan asas atau ideologi, partai politik di Indonesia dapat
dikelompokan dalam dua kategori, yaitu partai nasionalis sekuler dan
nasionalis agama. Partai nasional sekuler adalah semua partai politik yang
mendasarkan dirinya pada nilai-nilai umum kebangsaan sementara partai
nasionalis agama adalah partai yang memiliki keterkaitan baik langsung

maupun tidak langsung terhadap agama. '3

0 Dr.A.Bakri Thsan, Ideologi Islam dan Partai Politik (Jakarta: Orbit Publishing, 2006), 38
" Dr.A.Bakri Thsan, Ideologi Islam dan Partai Politik (Jakarta: Orbit Publishing, 2006), 35

12 Ibid, 8

13 Tbid, 40
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Berdirinya beragam partai politik dengan segala macam asasnya,
gagal dijalankan secara konsisten dalam konteks politik nasional. Partai
politik terjebak dalam politik kartel yang mengedepankan pragmatisme
sumber-sumber ekonomi. Akibatnya aspek kompetisi dalam pemilu tidak
berjalan secara konsisten sesuai ideologi yang dianut oleh partai politik.
Persaingan sengit antara partai politik hanya berlangsung dalam pemilu
melalui isu-isu yang terkadang sangat idelogis, seperti isu agama, isu
gender, dan sebagainya. Namun persaingan itu segera memudar pasca
pemilu seiring dengan kepentingan yang lebih bersifat pragmatis. Bahkan
tidak jarang diantara partai politik yang bersaing, selama pemilu menjalin
koalisi untuk kepentingan perburuan rente (rent-seeking) di lembaga
pemerintahan. '

Dalam konteks partai politik, politik identitas tersebut ditandai oleh
bermunculannya partai politik yang berasaskan agama. Secara historis
fenomena partai politik agama ini sudah terjadi sejak dulu, seiring
munculnya partai politik itu sendiri. Kehadiran partai politik agama, tidak
terlepas dari adanya keyakinan terhadap konsepsi yang komprehensif dan
serba mencakup yang dimiliki oleh agama. Sehingga agama diyakini bisa
menjawab beragam persoalan yang dihadapi oleh sebuah negara. Politik

identitas ini masih tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan

“Dr.A.Bakri Thsan, Ideologi Islam dan Partai Politik (Jakarta: Orbit Publishing, 2006), 41
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politik yang menurut David R. Segal dalam hal tertentu tetap dipengaruhi

oleh orientasi keagamannya. !>

2. Tipologi Partai Politik

Menurut Ichlasul Amal, sekurang-kurangnya ada lima jenis partai
politik dilihat dari tingkat komitmen terhadap ideologi, yaitu partai proto,
kader, massa, diktatorial, dan partai catch-all. Pertama, partai proto adalah
bentuk awal suatu partai di Eropa Barat pada abad pertengahan hingga
akhir abad ke- 19. Sehingga tidak dapat dikatakan partai modern. Esensi
dari partai ini membedakan antara anggota dan non-anggota. Kedua, partai
kader merupakan jenis partai yang belum memberikan hak pilih kepada
masyarakat umum, hanya mereka dari kalangan menengah ke atas yang
memiliki hak. Partai ini tidak memerlukan anggota yang besar, sehingga

tidak memobilisasi massa.'®
Ketiga, partai massa adalah partai yang mementingkan kuantitas
anggota dan berorientasi pada basis pendukung yang luas, lintas profesi,
etnis dan agama. Tujuan utamanya adalah melakukan pendidikan politik
rakyat. Keempat, partai diktatorial, yakni sub-tipe dari partai massa, hanya
saja ideologinya dipegang secara kaku dan radikal, sehingga dalam
rekrutmen anggota lebih selektif. Partai ini menuntut pengabdian secara

total dari setiap anggotanya. Kelima, partai catch-all merupakan gabungan

dari partai kader dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah

15 Ibid, 44
%Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988),30
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memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan
keuntungan bagi para anggota partai.'’

Sedangkan menurut Roy C.Macridis ada tujuh tipe partai politik,
yakni otoriter dan demokratis, integratif dan representatif, ideologis dan
pragmatis, agamis dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan
elit, demokratis dan oligarkhi. Untuk membuat tipologi partai didasarkan
pada tiga hal, yakni sumber dukungan partai, organisasi internal, dan
tindakan. '®

B. Ideologi Partai Politik

Sedikitnya ada 3 wvariabel yang mempengaruhi bagaimana
sebuah partai politik bersikap, yakni: ideologi, konteks, dan motivasi
alternatif. Dommett ingin menegaskan bahwa antara ideologi dengan sikap
politik sebuah parpol, tidak bisa dipandang sebagai garis yang linier. Ada
faktor-faktor lain yang memungkinkan sebuah partai politik bersikap berbeda
dari ideologinya.'’

Pertama, bahwa ideologi dilengkapi juga dengan tekanan konteks
dan  motivasi alternatif. Motivasi alternatif yang dimaksud adalah
mempengaruhi keputusan bisa dari internal yaitu adanya fraksi dalam partai.
Sedangkan motivasi eksternal adalah tekanan opini publik. Keduanya akan
mempengaruhi sikap partai dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya

partai akan bersikap sesuai dengan ideologi saja dengan membuang seluruh

7Ibid, 31

BIbid, 32

19 Katharine Dommett, Conceptualising Party Political Ideology: An Exploration of Party
Modernisation in Britain. Tesis Program Doktor Filosofi di Departemen Ilmu Politik Universitas
Sheffield (2012), him. 32
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pengaruh lain, atau justru meninggalkan ideologi dan bersikap sesuai dengan
motivasi lainnya tadi.?’

Kemudian ketiga variabel yakni: ideologi, konteks yang terjadi, dan
motivasi alternatif diolah di dalam sebuah partai politik oleh para aktor.
Dalam poin ini, ada hal menarik pula yang dijelaskan oleh Dommett.
Menurutnya, aktor dalam partai politik tidak dapat dilihat sebagai pihak yang
homogen. Setiap aktor pada partai politik pada dasarnya memiliki motif yang
berbeda-beda dan kepentingan yang juga berbeda. Bahkan bukan tidak
mungkin antara satu dengan lainnya saling berbenturan kepentingan. Dengan
demikian, peran aktor disini menjadi sangat penting untuk menentukan
bagaimana sikap partai kemudian.?!

Tesis dari Dommet, didalamnya tidak membantah bahwa ideologi
dapat mempengaruhi sikap partai. Akan tetapi partai politik memiliki
kemungkinan untuk dipengaruhi oleh faktor non ideologi. Misalnya melihat
seberapa besar kebutuhan pemilihan dan peran aktor dalam hal fokus ideologi
dan non ideologi. Oleh sebab itu, konsep Dommett lebih fokus pada ideologi
yang diproyeksikan oleh partai. Menurutnya, ada ideologi diproyeksikan oleh
partai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan masyarakat
menginterpretasikannya sebagai ideologi partai tersebut.??

Asas atau ideologi merupakan serangkaian ide yang komprehensif

dan menjadi landasan utama bagi geraknya sebuah aktivitas. Ideologi

20 1bid, 32

2l Katharine Dommett, Conceptualising Party Political Ideology: An Exploration of Party
Modernisation in Britain, 33.

22 Ibid, 33
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memiliki empat fungsi yaitu sebagai penjelas (explanatory), sebagai bahan
evaluasi, sebagai pijakan orientasi, dan fungsi-fungsi programatik politik.
Karena itu, ideologi tidak sekedar rangkaian kata dan kalimat atau sekedar
doktrin. Tapi juga memiliki benang merah (terkait) dengan agenda dan

program yang diimplementasikan dalam aksi oleh lembaga terkait.*

Ideologi merupakan konsep yang kontraversial dalam analisis
politik, meskipun kata ideologi digunakan untuk menggambarkan tentang
pandangan alamiah yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat atau
pandangan dunia. Ada dua pengertian yang berkaitan mengenai ideologi yaitu
ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara
fungsional dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan
bersama atau tentang masyarakat dan negara. Sedangkan ideologi secara
struktural diartikan sebagai suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan
formula politik ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun
penguasa.?*

Ideologi digunakan dalam analisis politik, untuk menggambarkan
tentang pandangan alamiah yang berkaitan dengan perkembangan

masyarakat. Didalam bukunya yang berjudul “Mengelola Partai Politik,

Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi”, Firmanzah

2 Dr.A.Bakri Thsan, ibid hal 31
24 Lisa andriyani, Islam Ideologi dan Terbangunnya partai Politik Islam (Studi Pada Partai
Keadilan Sejahtera), (Sidoarjo: Jurnal kalamsiasi, 2011), hal 53
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mengemukakan bahwa ideologi politik merupakan hal yang amat penting
untuk dibangun dalam partai politik.?

Dengan mengetahui secara pasti ideologi partai politik, maka
seyogyanya ideologi yang sangat abstrak itu akan dapat dengan mudah
diterjemahkan dalam strategi komunikasi partai politik, ketika kampanye
pemilu maupun selama masa berkuasa. Melalui ideologi pula, partai akan
memiliki posisi tawar yang kuat dengan para calon legislatif maupun
eksekutif dan mengerti dengan pasti bagaimana memosisikan dirinya dalam
persaingan politik yang sangat dinamis.?¢

Ada beberapa perspektif dalam menjelaskan masalah ideologi yaitu
ideologi sebagai pemikiran politik, ideologi sebagai kepercayaan dan norma,
ideologi sebagai bahasa, simbol dan mitos, serta ideologi sebagai kekuasaan
elite. Beberapa perspektif tentang ideologi tersebut saling terkait. Masing-
masing dipisahkan pada level praktik. Bahkan pada level praktik, ideologi
dibedakan dalam tiga kategori. Pertama status quo, yaitu ideologi yang
digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik
dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, revolusioner atau radikal yaitu
ideologi yang digunakan untuk mendorong adanya perubahan menyeluruh
terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Ketiga, reformis yaitu ideologi yang

dijadikan alat untuk terjadinya perubahan secara gradual.?’

% Firmanzah, Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 328

26 Firmanzah, Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning ldeologi Politik di Era
Demokrasi, 30
27 Dr.A.Bakri Thsan, ibid hal 32
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C. Islam Sebagai Ideologi

Islam sebagai agama hadir dalam beragam ranah kehidupan sosial,
baik sebagai ideologi maupun institusi. Dalam praktiknya, islam menjelma
dalam ranah budaya, politik, maupun ekonomi dengan beraneka ekspresinya.
Keberadaan partai politik islam merupakan salah satu bentuk dari aktualisasi
islam dalam politik. Pada ranah politik, Islam hadir dalam beragam
variannya. Sehingga mencermati dan menelaah politik islam atau Islam
politik memerlukan bermacam perspektif atau paradigma untuk sampai pada
konklusi yang lebih komprehensif.?®

Di indonesia partai politik Islam mempresentasikan dua basis, yaitu
basis massa dan basis ideologis. Pada era sebelum dan awal kemerdekaan,
Islam menjelma sebagai ideologi yang menginstitusi dalam partai politik.
Namun dalam perkembangannya, partai politik islam tersebut dibatasi
melalui fungsi partai pada tahun 1973, sebelum akhirnya dipaksa berasas-
tunggal Pancasila pada tahun 1985. Kontrol negara terhadap partai politik
islam tidak terlepas dari proyek depolitisasi sebagai instrumen dari paradigma
modernisasi yang dikembangkan Orde Baru. Atas nama stabilitas, partai
politik dan kekuatan sosial lainya dikendalikan untuk mendukung
keberhasilan pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat transformasi dari
masyarakat miskin menuju masyarakat maju.>’

Pertama, partai politik islam berbasis massa atau dalam bahasa

larry Diamond disebut sebagai denominational-mass party (Partai Massa

28 Dr.A.Bakri Thsan, Ideologi Islam dan Partai Politik (Jakarta: Orbit Publishing, 2006), 1
2 bid, 1
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Keagamaan). Yaitu partai politik yang memiliki basis massa muslim tanpa
menjadikan islam sebagai ideologinya. Hal ini dapat dilihat pada Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di era
reformasi. Partai-partai politik islam tersebut memiliki akar sosiologis Islam,
karena pembentukannya dimotori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari
organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Seperti Amien Rais
(Muhammadiyah) sebagai pendiri PAN dan Abdurrahman Wahid (NU)
sebagai pendiri PKB. Tapi masing-masing tidak menjadikan Islam sebagai
Ideologi atau asas partai yang didirikannya.>°

Sementara partai politik Islam berbasis ideologis merujuk pada
landasan partai yang secara eksplisit menempatkan Islam sebagai asasnya
atau proto-hegemonic. Secara historis keberadaan partai politik model kedua
ini sudah muncul seiring lahirnya partai politik pasca kemerdekaan yang

dimotori oleh Partai Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia).*!

Persoalan implementasi ideologi islam bagi partai politik islam,
sebagaimana yang tergambar dalam bagian latar belakang masalah. Demi
memperjuangkan nilai-nilai islam di tengah realitas publik yang majemuk
baik secara agama maupun budaya.*

Asas atau ideologi merupakan serangkaian ide yang komprehensif
dan menjadi landasan utama bagi gerak sebuah aktivitas. Apabila dikaitkan

dengan Islam, maka ideologi Islam berarti serangkaian ide yang

30 Dr.A.Bakri Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik, 2
31 bid, 2
2 bid, 10
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komprehensif yang bersumberkan pada al-Quran dan As-Sunnah dan menjadi
pijakan dalam menjalankan agenda dan programnya. Ideologi memiliki empat
fungsi yaitu sebagai penjelas (explanatory), sebagai bahan evaluasi, sebagai
pijakan orientasi, dan fungsi-fungsi programatik politik. Karena itu, Ideologi
tidak sekedar rangkaian kata dan kalimat atau sekedar doktrin tapi juga
memiliki benang merah (terkait) dengan agenda dan program yang
diimplementasikan dalam aksi oleh lembaga terkait.>

Ada beberapa perspektif dalam menjelaskan masalah ideologi.
Yaitu ideologi sebagai pemikiran politik, ideologi sebagai kepercayaan dan
norma, ideologi sebagai bahasa, simbol dan mitos, serta ideologi sebagai
kekuasaan elite. Beberapa perspektif tentang ideologi tersebut saling terkait.
Masing-masing dipisahkan pada level praktik. Bahkan pada level praktik,
ideologi dibedakan dalam tiga kategori. Pertama status quo, yaitu ideologi
yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik
dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, revolusioner atau radikal yaitu
ideologi yang digunakan untuk mendorong adanya perubahan menyeluruh
terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Ketiga, reformis yaitu ideologi yang
dijadikan alat untuk terjadinya perubahan secara gradual.**

Selama ini Islam sebagai sumber nilai (keyakinan) ditempatkan
dalam tiga perspektif. Pertama, perspektif universal (Ideologis). Yaitu
pemikiran yang melihat islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai

(ajaran) yang kaffah, paripurna, yang serba mencakup dan mampu mengatur

33 Dr.A.Bakri Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik,, 31
3 Tbid, 32
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keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik, ekonomi, budaya,
dan lainnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, perspektif
partikular. Yaitu pola pandang yang menempatkan Islam sebagai ajaran yang
sejajar dan memiliki keterkaitan dengan sistem kehidupan lainnya, termasuk
politik dalam struktur sosial yang diferensial. Ketiga, perspektif kultural.
Perspektif ini meletakkan Islam sebagai kekuatan nilai yang bergerak pada
tatanan budaya. Penguatan sikap dan perilaku umat islam ditunjukkan oleh
kesalehan masing-masing individu  sehingga menjadi rujukan sosial
(rahmatan lil ‘alamin).

Sebagian besar karya penting tentang hubungan antara Islam
dan politik atau Islam dan negara, memakai pendekatan tipologis untuk
menjelaskan perbedaan-perbedaan sikap kaum Muslim Indonesia dalam
menghadapi isu-isu religius politik. Hal ini disebabkan terutama oleh fakta
bahwa Islam Indonesia adalah campuran bermacam ragam kelompok dan
tidak bisa digambarkan dalam satu generalisasi. Studi terkenal Clifford
Geertz menemukan tiga varian khas Muslim Jawa. Trikotomi ini, dikenal
sebagai santri, priyayi, dan abangan. Bukan hanya mencerminkan struktur
religius — kultural, melainkan juga menjelaskan komposisi politik dan
ekonomi.>®

Klasifikasi terkenal lain dipakai oleh Allan Samson, seorang
ilmuwan politik Amerika, dalam disertasi dan beberapa artikelnya. Dia

tampaknya sepakat dengan klasifikasi modernisasi dan tradisionalisme dari

35 Dr.A.Bakri Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik, 35
36 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 4
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Noer, serta Nasionalisme Islam dan Nasionalisme sekular. Namun,
sehubungan dengan sikap politik santri dalam politik Indonesia pada
umumnya, Samson menemukan tiga kelompok besar. Pertama adalah apa
yang dia sebut “fundamentalisme” yakni kelompok Muslim yang ingin
menerapkan doktrin Islam secara ketat, baik dalam lingkup pribadi maupun
publik. Mereka seringkali menolak kerjasama dengan kelompok-kelompok
sekular. Kedua adalah "akomodasionis' yang berpandangan bahwa politik
harus terlepas dari pengawasan agama yang ketat. Bahwa umat Islam harus
mengakui adanya kepentingan-kepentingan yang sah dari kelompok-
kelompok sekular dan bersedia bekerjasama dengan mereka secara
berkelanjutan. Ketiga adalah “reformis” yang mengupayakan jalan tengah
antara kedua kelompok tersebut dan bersedia bekerjasama secara kritis

dengan kelompok-kelompok sekular.’

37 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia, 7
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BAB Il1

DESKRIPSI PARTAI

A. Sejarah Berdirinya PKS

Partai Keadilan adalah buah dari fenomena gerakan sosial
keagamaan yang tumbuh sepanjang tahun 1980-an sampai era reformasi.
Nur Mahmudi Ismail - Presiden PK pertama, menyebut akar historis dan
ideologis PK ini sangat panjang. Karena itu sulit untuk mengelompokkan
mereka ke dalam genre politik tertentu. Karena dalam sejarahnya, mereka
ada pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik
manapun. '

Bahwa kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi
cikal bakal PK ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan
modernis Islam yang ada di masa lalu direpresentasikan dengan baik oleh
Masyumi. Tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini
juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi
tersebut. Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivis
dakwah yang mendirikan Partai Keadilan ini, mempunyai kedekatan
emosional dan politik dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia (DDII). Organisasi dakwah yang didirikan para mantan aktivis
Masyumi, dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini
sebelumnya berbasis. Akan tetapi, paska reformasi jelaslah sudah

perbedaan diantara keduanya. DDII membidangi lahirnya Partai Bulan

! Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di
Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2001), 220
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Bintang (PBB) sedangkan anak-anak muda aktivis Tarbiyah melahirkan
Partai Keadilan ini.?

Para aktivis gerakan dakwah ini memaknai proses reformasi yang
terjadi sebagai Harakatul Ishlah (gerakan perbaikan), yang merupakan
buah dari komitmen dakwah yang selama ini mereka kembangkan. Karena
partisipasi mereka dalam gerakan reformasi ada dalam konteks
implementasi dari komitmen dan cita-cita dakwah mereka yang telah
menempuh jalan panjang dan berliku.

Karena itu, mendirikan partai ini untuk para aktivis dakwah ini ada
dalam kerangka mengembangkan komitmen dan meraih cita-cita dakwah
itu dalam tahap lanjut. Di satu sisi, disadari ada momentum yang harus
dimanfaatkan sebagai salah satu karunia (pemberian) Allah Swt. Atas
dasar pemahaman itulah mereka sendiri yang menghimpunya dalam satu
wadah, ketimbang mereka berhimpun dengan banyak kelompok lain dalam
satu partai.’

Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil
berdasarkan survei, yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah
kampus di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Survei ini berbentuk
jajak pendapat (polling), yang bertujuan menjajaki aspirasi para aktivis
dakwah yang dimaksud, dalam menanggapi situasi reformasi yang kala itu
tengah terjadi di Indonesia. Sekitar 6000 copy kuesioner yang disebar,

kembali kurang lebih 5800 kuesioner jika dalam prosentase seiitar 97%.

2 Ali Saud Damanik Fenomena Partai Keadilan, 221
3 Ibid, 222
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Hasil dari survei yang didapatkan ternyata cukup mencengangkan.
Hasilnya 68% lebih diantara mereka menginginkan untuk mendirikan
partai politik. Hanya 27% saja yang menginginkan untuk mendirikan
organisasi massa (ormas). Sementara sisanya menginginkan untuk
mempertahankan dan kembali ke habitat mereka semula yaitu dalam
bentuk yayasan, LSM, kampus, pesantren, dan berbagai lembaga-lembaga
lainnya.*

Atas dasar hasil yang didapatkan itu, berkumpulah beberapa orang
yang mewakili berbagai kalangan yang cukup representatif untuk
membahas hasil jajak pendapat tersebut. Setidaknya ada 52 orang tokoh
yang dikumpulkan, yang mewakili berbagai institut dan lembaga yang
selama ini masuk jaringan aktivitas kelompok dakwah ini. Berbagai latar
belakang tokoh yang dikumpulkan tersebut kesemuanya diikat oleh
kegiatan yang sama yaitu keterlibatan dalam aktivitas dakwah tersebut.
Akhirnya kelima puluh dua orang itulah yang kemudian merumuskan dan
mendirikan Partai Keadilan. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA sebagai
ketua Dewan Pendiri dan H. Luthfi Hasan Ishaaq, MA menjadi Sekretaris
Dewan Pendiri.’

Mereka pula yang akhirnya dikenal sebagai Dewan Pendiri Partai
Keadilan. Dalam deklarasi yang dilakukan di lapangan masjid Al-Azhar,

kebayoran Baru, pada 9 Agustus 1998. Para Dewan Pendiri inilah yang

4 Ali Saud Damanik Fenomena Partai Keadilan, 227
3 Ibid, 230
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berdiri dan berbaris di panggung, dihadapan sekitar 50.000 para simpatisan
dan pendukungnya.®

Partai Keadilan dideklarasikan pada saat dalam arus puncak
pendirian partai-partai. Arus tersebut terjadi sepanjang bulan Mei sampai
Agustus 1998. Setelah bulan Agustus 1998, jumlah partai politik yang
didirikan tidak sebanyak periode Mei — Agustus 1998. Fakta ini bisa
dibaca dengan berbagai penafsiran.’

Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Partai Keadilan
adalah dalam kerangka merespon situasi eksternal yang dihadapi saat itu.
Respon serupa diberikan atas dasar komponen masyarakat lain dari
berbagai latar belakang dan beragam kepentingan, tetapi pilihannya sama.
Coba-coba mengadu peruntungan di era baru itu dengan mendirikan partai
politik. Kedua, berdasarka argumen diatas Partai Keadilan lahir dalam
sebuah genre partai politik yang sama sekali berbeda. Berbeda disini
artinya tidak mempunyai kaitan dengan partai politik di masa lalu.
Berbeda misalnya dengan beberapa partai politik yang didirikan pasca
reformasi yang meski dengan nama baru, tetapi mewakili atau paling tidak

meneruskan semangat partai politik yang pernah ada di masa lalu.®

Landasan filosofis berdirinya Partai Keadilan merupakan cerminan
dari cara pandang aktivisnya terhadap Islam dalam satu sisi. Dan terhadap

langkah-langkah berjenjang peraihan cita-cita dakwah Islam di sisi lain.

6 Ali Saud Damanik Fenomena Partai Keadilan, 232
7 1bid, 218
8 Ibid, 219
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Pokok-pokok pikiran yang melandasi pendirian partai ini ialah kenyataan
bahwa manusia sebagai khalifah Allah di bumi, di bumi tidak mungkin
mengelak dari tanggung jawabnya melaksanakan misi khalifah, yaitu
memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas
politik yang paling otentik. Disadari, keseluruhan misi ini merupakan
amanah dari Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh setiap insan sesuai
dengan hukum-hukumNya, yang dimanifestasikan dalam ayat-ayat

gauliyah dan ayat-ayat kauniyahNya.’

Kendati pendirian partai politik merupakan sebagian dari
komitmen muslim dalam bidang politik, namun pada kenyataanya dapat
menjadi sebuah alternatif sarana bagi langkah-langkah perjuangan politik
kaum Muslimin. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari
tugas dakwah yang diemban oleh umat Islam. Selanjutnya para pendiri dan
pendukung Partai Keadilan meyakini bahwa cita-cita dakwah Islam
memiliki jalan panjang yang harus dilalui tahap demi tahap. Besar dan
beratnya beban persoalan yang dihadapi umat menyebabkan demikian
banyak agenda yang harus dilakukan. Setiap pekerjaan dakwah dilakukan
sesuai dengan prasyarat yang mendukungnya. Bekal dan kesiapan diri

merupakan prasyarat seseorang dalam memasuki kancah perjuangan. '°

® Sahar L. Hasan. dkk, Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi PKB, PBB, PUI, PKU,
Keadilan, dll. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 33

10 Sahar L. Hasan, Memilih partai Islam, 35
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Para pendiri Partai Keadilan yakin pula bahwa jahriyyatu al-
dakwah merupakan asal aktivitas dakwah. Partai keadilan berupaya
menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku idividu dan
politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber
pada nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan. Pertimbangan
moral akan selalu menjadi tonggak dalam program dan aktivitas yang

digulirkan.!!

Pada masa dimana masih menjadi Partai Keadilan. Masyarakat
madani adalah sebuah model yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan bagi
masyarakat Indonesia. Masa depan sebagai prasyarat pencapaian model
kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang disebut dalam Al-
Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Partai Keadilan
akan ikut berkontribusi dalam peraihan cita-cita tersebut bersama partai-
partai maupun unsur-unsur masyarakat lain yang memiliki kesamaan cita-
cita.'?

Dalam posisi ini Partai Keadilan memiliki visi kepartaian yang
mencerminkan keinginan untuk eksis dengan :'3
1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat berbangsa.
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya

dan bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju

kepemimpinan nasional.

' Tbid, 40
12 Ibid, 57
13 Ibid, 58
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3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi

politik Indonesia.

4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia, dan

5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani

Indonesia,

Sedangkan misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah :

1.

2.

Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia

Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia.

. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam
berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara

Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan

kemajuan peradaban dunia.

Singkat cerita awal berdirinya ialah tanggal 20 Juli 1998 PKS

dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers

di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia.

Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Nurmahmudi, kemudian ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet

Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober

1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden
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partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas

Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di
pemilihan umum selanjutnya. Menurut regulasi pemerintah mereka harus
mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera
menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di
tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan
Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK
bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik
PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan resmi berubah nama

menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali
bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 2004. PKS
meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara
nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki
peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat.
Presiden partai saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari
PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden Partai
Keadilan Sejahtera kepada Tifatul Sembiring, beliau juga seorang mantan

aktivis kampus dan pendiri PKS.
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PKS menggunakan modus operandi Jamaah Tarbiyah untuk
memperbesar peluang mendapatkan kader baru. PKS memakai dua strategi
dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (al-
da'wah al-fardhiyyah), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi
komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut
diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang
diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halagah (kelompok studi), liga
(pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan),
daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang
digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di
Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (al-da'wah
al'amma). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus
formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-

institusi ini untuk meraup kader potensial.'*

Proses penguatan di PKS lebih ditekankan pada pola kaderisasi
yang sangat efektif dan ketat dengan mengacu pada manajemen manhaj
tarbiyah. Sehingga materi disampaikan sebagai bentuk internalisasi nilai
kepada kader partai, yang disandarkan penuh pada kurikulum yang
dikembangkan oleh manhaj tarbiyah. Setiap kader partai harus mampu
menunjukkan identitas keislaman berdasarkan nilai-nilai yang telah
disosialisasikan, melalui pola rekruitmen kader yang sangat ketat dengan

tujuan akhir untuk mensukseskan agenda dakwah.

14 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di
Indonesia. Jakarta: TERAJU, 2002
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Hal ini bisa diketahui setelah mengamati dan meneliti berbagai
agenda dakwah PKS. Seperti aktivitas PKS dalam upaya menegakkan
sistem pemerintahan Islam dengan berbagai atributnya. Secara umum,
ideologi keagamaan PKS adalah Islam modernis yang memiliki afiliasi
dengan gerakan Wahabi. Sebuah gerakan keagamaan yang dipelopori oleh
Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia. Ciri utama gerakan
Wabhabi ini adalah upaya menentang keras segala bentuk peribadatan Islam

yang dianggap tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad. '3

Dalam buku yang berjudul Ideologi Politik PKS; Dari Masjid
Kampus ke Gedung Parlemen, oleh M.Imdadun Rahmat mensinyalir
bahwa PKS merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi. Dan
banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul
Muslimin ialah sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Hasan
Al Bana di Mesir. Dan kemudian berkembang luas ke berbagai negara
yang memiliki hidden agenda, yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi
ideologi Islam. '

B. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera
1. Visi yang dijanjikan oleh Partai Keadilan Sejahtera

PKS mempunyai visi umum yaitu “Sebagai partai dakwah
penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan

bangsa”. Sedangkan visi khusunya yaitu “Partai berpengaruh baik

BSWikipedia, https:/id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera, diunduh pada 18 Desember
2016 pkl 15.18

16 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS:Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, Jakarta:
Pustaka Saksi, 2001.
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secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan
masyarakat indonesia yang madani”.!” Partai tersebut berusaha
konsisten untuk tetap menjadi partai kader. Dimana partai kader ialah
partai yang memang berfokus untuk mendidik, memberikan
pendalaman ideologi yang dianut partai, serta memberikan
pengalaman di bidang partai politik bagi kadernya.'® Sesuai dalam

AD/ART BAB II Visi Misi, Pasal 5, berikut uraiannya:

“Visi partai adalah menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-
cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”

Visi umum PKS adalah Menjadi Partai Dakwah yang Kokoh
dalam Berkhidmat untuk Umat, Bangsa dan Negara. Serta menjadi
partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai
persatuan ummat dan bangsa. Visi Khusus Partai berpengaruh baik
secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam

mewujudkan masyarakat indonesia yang madani

Sehingga visi PKS lebih jelasnya ialah menjadi Partai dakwah
yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran
Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di
berbagai bidang. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang

kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam

17 Lisa Andriyani, Islam Ideologi, hal 57
18 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, Jakarta : 2008
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menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara
struktural maupun kultural. Sebagai bagian dari dakwah dalam
maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam
bingkai NKRI. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya
merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana
dicantumkan dalam AD/ART PK Sejahtera. Masyarakat Madani
sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir
melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan

bingkai Piagam Madinah. !°

Piagam Madinah diakui oleh para pakar studi Islam dari
kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia,
yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang
pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan
gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga
menghormati pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyabh,

Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.°

Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah
telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental

yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan

19 Nandang Burhanuddin, Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan, Jakarta: Teraju, 2002

20 1bid
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kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu
bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang
antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan
melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun
latar belakangnya. Ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang
aman dan damai, mengokohkan sikap solidaritas sosial dan
menguatkan semangat silaturrahim, serta mewujudkan manusia yang

seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan
bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif. Bahkan terbukti dalam
sejarah Indonesia, telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam
untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional. Dengan
puncaknya terjadinya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan

selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998).%!

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya
umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan
Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Sangat penting untuk
merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan
telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang secara positif dan

konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena

2 'Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia, Bandung:
Harakatuna Publishing, 2006

51



faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi
hadirnya masyarakat, yang saling menghormati, saling menguatkan,
gotongroyong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan
hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang
dinamis dan bersemangat untuk ber-silaturrahim dan ber-ta’awun,
untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah

dan Ukhuwwah Basyariyyah.

Kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Ke-
indonesia-an kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya.
Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus
menghadirkan alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan
bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi
politik dengan PK Sejahtera. Serta mengacu pada prinsip
konstitusional, proporsional dan demokratis. Agar hadirlah hasil
perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya

NKRI dan hadirnya era Reformasi.

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara
konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan
memaksimalkan peran berpolitiknya, demi terwujudnya Masyarakat
Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi
target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis

massa yang kokoh”. Agar dapat memberdayakan komponen mayoritas
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bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani,

buruh, nelayan dan pedagang.

Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu
akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih,
peduli dan profesional. Sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat
menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur.
Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah,
fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil
kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang
religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik
pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya
ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan
seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu

keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem:

mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).??
2. Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera

Sesuai dalam AD/ART BAB II Visi Misi, Pasal 6, berikut uraianya:

“Misi partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana
perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan
bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ta’ala
dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berikut penjelasan atas Misi yang telah dijanjikan oleh PKS

ialah Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan

22 Aay Mahmud Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda
Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta: Teraju 2004
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bermartabat: Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban
tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum,
moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap
terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan
Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu
dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang
merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah
Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah
(ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Ada berbagai misi yang sedang diemban oleh Partai Keadilan
Sejahtera demi mewujudkan ketentraman di Indonesia saat ini.
Berikut penjelasan mengenai misi yang sedang diemban Partai

Keadilan Sejahtera.?’

Makna operasional dari visi yang dijelaskan pada sub bab
sebelumnya, diperjelas dalam empat misi Partai Keadilan Sejahtera.
Keempat misi inilah yang menjadi rujukan dari semua program kerja
yang akan dijalankan. Keempat misi PKS itu, pertama adalah
memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter Bersih, Peduli
dan Profesional. Kedua, yaitu memperkokoh Good Party Governance
melalui Sistem Manajemen Partai Dakwah (SMPD). Ketiga adalah
menjadikan PKS sebagai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan

pembelaan rakyat. Jiwa kepeloporan adalah jiwa yang terus menerus

2 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, Jakarta : 2008
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bergerak menyelami dan merasakan denyut nadi permasalahan
rakyat. Keempat, ialah PKS mampu menjadi kontributor peradaban.
Dunia saat ini sudah menjadi multipolar dengan bangkitnya Emerging
Countries di berbagai belahan dunia. Di level Regional, ASEAN
menjadi perhatian dunia sebagai kawasan yang dinamis dan cukup
menjanjikan. Di sini, PKS berharap mampu menjadikan Indonesia
memiliki kesempatan besar untuk memimpin dan berperan lebih besar

di masa-masa mendatang

Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan
birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap
penguatan  demokrasi. Mendorong  penyelenggaraan  sistem
ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap
lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan
kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun
solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan

moral, kepribadian, dan intelektualitas.

Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan
memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan,
serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada
posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel,
dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan

aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.
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Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan

nasional.

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta
berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas, melalui
musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat,
provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam
mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan
prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan
penghormatan  terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang
solidaritas dunia, demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas

dalam merebut kemerdekaannya.

Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi
pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan
pembangunan berkelanjutan. Yang dilaksanakan melalui langkah-
langkah utama berupa pelipat gandaan produktifitas sektor pertanian,
kehutanan, dan kelautan. Peningkatan daya saing industri nasional
dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi. Dan
pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru

berbasis resources & knowledge.

Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi

egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat
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antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha. Dan menjamin
pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk
kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan
sumber-sumber ekonomi lain, untuk menjamin terciptanya kesetaraan

bagi seluruh pelaku usaha.

Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif
dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi.
Serta jumlah pengajar / guru yang professional dan sejahtera. Menuju
sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat
badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada
Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara. Dengan cara
mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk

mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.?*

Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan
religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa
yang tangguh, disiplin, kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan
kreativitas  tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui
pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu

proses pembangunan berkelanjutan.

24 DPP.Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula,
Jakarta:IKAPI,2003
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PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak
sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya
pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun
ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra
pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai
situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi
total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah, serta kerjasama
internasional. Yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah
sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu
dilaksanakan dalam kerangka yang bersifat integral, global dan

universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara
pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara
kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok
masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen
negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti

bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.

Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin
mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator
melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai
entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh
menciderai amanat untuk melayani semua masyarakat Indonesia tanpa

memandang status sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang
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digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana
dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat
peraturan perundang-undangan yang non-diskriminatif. Berbagai
upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah
cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara

demokratis.?

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera
bagi kehidupan bangsa dan negara. Untuk turut serta berperan aktif
sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat,
sebagaimana yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maka
disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera, sebagai
arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen

partai politik.

Komitmen partai politik ini adalah konsepsi kebijakan
pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan
demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK
Sejahtera ini, sebagai peran dalam sektor pemerintah di bidang
pembangunan, melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform
ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan

sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.

25 Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Platform Kebijakan Pembangunan PKS, Jakarta:2007
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BAB IV

KONSISTENSI AKTIVIS PADA IDEOLOGI

DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN SIDOARJO

A. Paparan Data Hasil Wawancara

1.

Ideologi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo
Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai
ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan secara struktural.
Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan
tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang
dianggap paling baik, sedangkan ideologi secara struktural
diartikan sebagai pembenaran, seperti gagasan dan formula politik

atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.'

Menurut pendekatan struktural konflik, kelas yang memiliki
sarana produksi materil, dengan sendirinya memiliki sarana
produksi mental, seperti gagasan, budaya, dan hukum. Gagasan
kelas yang berkuasa di mana pun dan kapan pun merupakan
gagasan yang dominan, seperti gagasan budaya, hukum, dan
sebagainya. Sadar atau tidak merupakan pembenaran atas
kepentingan materil pihak yang memiliki gagasan yang dominan.

Sistem pembenaran ini disebut ideologi.>

! Ramlan Surbakti,Memahami Ilmu Politik,(Jakarta: Grasindo,2010), 41

2 Ibid, 42
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Ideologi dalam arti fungsional digolongkan secara tipologi
dengan dua tipe, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang
pragmatis. Suatu ideologi dapat digolongkan doktriner apabila
ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan
secara sistematis dan terinci dengan jelas. Diindoktrinasikan
kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat
oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Komunisme merupakan

salah satu contohnya.

Biasanya sistem nilai atau ideologi yang diperkenankan
hidup dalam masyarakat seperti ini, hanyalah ideologi yang
doktriner tersebut. Akan tetapi apabila ajaran-ajaran yang
terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara
sistematis dan terrinci, melainkan hanya dirumuskan secara umum
(prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini ideologi itu tidak
diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui
kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan

agama dan sistem politik.>

Ideologi yang digunakan oleh PKS, secara fungsional dapat
diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama,
atau tentang masyarakat dan negara yang dapat dicapai dengan
dasar agama Islam. PKS meyakini bahwa agama Islam dapat

menyelesaikan berbagai masalah baik yang bersifat mental-spiritual

3 Ibid, 42
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maupun disik-material. Oleh karena itu agama Islam dilibatkan
PKS secara organisatoris para penganutnya untuk merespon
berbagai masalah aktual yang dihadapinya. Sehingga kehadiran
agama secara fungsional dapat dirasakan. Sedangkan secara
struktural dapat diartikan sebagai suatu sistem pembenaran seperti
gagasan dan formula politik, ataupun kebijakan yang diambil oleh

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik.*

Ideologi juga terkait dengan konteks historis, munculnya
sebuah pemikiran dari terbangunnya sebuah partai politik dengan
asas Islam. Sehingga memunculkan tindakan-tindakan Islami yang
dapat  memberikan = sumbangan-sumbangan  baru,  bagi
pembangunan sebuah ideologi dengan dasar agama Islam. Maka
dari itu PKS berupaya untuk menjadikan ideologi Islam,
mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hal yang
sangat mungkin muncul dalam praktek politik sehari-hari dilakukan
oleh PKS sebagai salah satu partai Islam, adalah ketika ideologi
islam sebagai agama digunakan sebagai alat bagi pengabsahan dari
pimpinan-pimpinan partai atau politisi pada umumnya, dalam
memperkuat posisi dan tindakan-tindakannya di lingkungan

politiknya.’

# Lisa Andriyani, Islam Ideologi, hal 55

3 Ibid. 58
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Ideologi menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan
kegiatan rutin sebuah partai. PKS ini memang menerapkan ideologi
islam, dimana dalam penerapannya jelas atas dasar Al-Quran dan
As-Sunnah yang sudah menjadi patokan utama para kaum
muslimin. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa PKS
memiliki ideologi Islam, adalah berdasarkan keterangan yang ada
di AD/ART Partai Keadilan Sejahtera di BAB I Pasal 2 tentang
Nama, Asas, Ciri, Kedudukan, dan atribut :

Bahwa PKS adalah Partai yang :

1.partai berasaskan islam
2.partai bercirikan bersih,peduli, dan profesional

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh
Partai Keadilan Sejahtera, terrefleksi utuh dalam jati dirinya
sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai
Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan
lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal
Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat
manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang
dihadapinya. la adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang
adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk

rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.®

Misi yang telah dijanjikan oleh PKS ialah Terwujudnya

Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

® Lusi Andrayani, Islam dan ideologi, 58
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Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan
bermartabat. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban
tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma,
hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati
pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-
royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari
masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks
masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan
Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah
Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah

(ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.’

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya
umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan
Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Sangat penting untuk
merujuk pada faktor-faktor utama, yang dulu menjadi pilar kokoh
dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani. Seperti yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan
konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik
karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi. Untuk
disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati,
saling menguatkan, gotong-royong dan bersatu padu bela

kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas,

7 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 31
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menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk
ber-silaturrahim dan ber-ta’awun untuk mewujudkan Ukhuwwah
Islamiyyah, = Ukhuwwah  Wathaniyyah dan  Ukhuwwah

Basyariyyah.®

Betul, jadi kita ingin menjadi salah satu pelopor. Di pasal 5,
dapat dilihat tujuannya kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kemudian misi kita ada di pasal 6 kan ya dapat dibaca di
AD/ART. Mendirikan partai sebagai sarana perwujudan
masyarakat madani. Kita sebagai partai ini, sebagai sarana
saja/ sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat madani.
Dalm bahasa Inggris itu Civil Society. Masyarakat madani
yang adil, sejahtera, bermartabat, berarti kan ada nilai-nilai
yang ingin dicapai dan diperjuangkan, agar bangsa ini jadi
bangsa yang berperadaban. Yang kalo mengambil istilah
dalam al-Quran baldatut thoyyibatun robbul ghofuru. Yang
diridhoi Alloh, jadi negeri kita ini sebagai masyarakat
madani, adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi Alloh
SWT, dalam bingkai NKRI. Lah itu misi kita. Ini ideology-
ideologinya, visi-misinya, asasnya jelas islam ya yang Kkita
jadikan asas. Intinya cara mencapai visi — misi dengan
sarana terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera
yang diridhoi Alloh yang terbingkai dalam NKRI, itu yang
sedang kita usahakan hingga sekarang.’

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth aridhah)
dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (strategi
mobilitas horizontal/ta’biah al afaqiyah) dan gerakan struktural
(strategi mobilitas vertikal/ta;biah al mudiyah). Mobilitas
horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan
dan lapisan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat agar

mereka menerima manhaj islam serta produk kebijakan islami.

8 Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik;, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

® Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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Sedangkan mobilitas vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke
berbagai lembaga yang menjadi mashadirul qarar (pusat-pusat
kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-

nilai islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik.'°

Grand strategy transformasi bangsa yang diusung PKS ini
tidak lain, kombinasi antar gerakan kultural dengan struktural.
Kombinasi antara perubahan yang bersifat bottom-up dengan top
down, yang merupakan ciri khas PKS sebagai partai dakwah.
Grand strategy transformasi bangsa PKS ini adalah suatu gerakan
yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan, yang
bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi,
dengan kekuatan integritas moral-religius dan kualitas
profesional. =~ PKS  sebagai  partai dakwah  berupaya
mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk
berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan

kultural dan struktural transformasi bangsa.!!

PKS dengan identitas partai kader, menempatkan kader
sebagai modal pokok dan penggerak utama partai. Sehingga
dalam pengembangannya telah dirumuskan strategi mobilisasi
kader kedalam segala sektor untuk memperkuat posisi partai,

dalam merebut kekuasaan secara konstitusional. Strategi

10 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, (Jakarta: PKS) 2008, 11

" Ibid, 152
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menggerakkan kader partai dilakukan dengan penyebaran kader
ke organisasi /lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju
pusat kekuasaan dan kebijakan. Untuk menempatkan posisi atau
karir kader dakwah dalam lembaga atau organisasi tersebut. Serta
berperan dalam mempengaruhi dan mengimplementasikan

kebijakan publik agar sesuai dengan manhaj islam. '?

Berikut cuplikan hasil wawancara dengan narasumber

mengenai sistem pengkaderan PKS :

Jadi ada mbak, kalo dibahasa AD/ART itu ada training
orientasi partai. Jadi kegiatan tersebut menjelaskan
asas, kemudian visi-misi, tujuan partai di training
orientasi partai tersebut. Jadi orang-orang dan
masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota
PKS, kita kasih training orientasi partai. Jadi mereka
tidak akan menyesal seakan milih kucing dalam karung
ya. Sehingga itu kewajiban partai untuk orang-orang atau
anggota yang mau ikut pembinaan, kewajiban partai untuk
menyiapkan pembina dan tidak boleh dibayar. Biasanya
yang menjadi pembina dari anggota yang sudah senior. Ada
ta’lim mualim baca Qur’an dari yang tidak bisa baca juga
ada. Kita klasifikasikan. Bukannya kita sebagai guru, tapi
lebih banyak “imut-imut an” bahasanya orang sini, untuk
saling mengingatkan. Kita bimbing belajar qur’an sampai
lancar, juga diajarkan tahsin nya. Kalau sudah benar-benar
lancar kita naikkan ke level tahfidz."

Islam sebagai tatanan yang bersifat universal bertujuan
untuk melindungi dan melestarikan hak-hak fundamental
manusia. Yang meliputi hak keyakinan beragama, hak hidup dan

kehidupan, hak intelektualitas dan memperoleh pendidikan, hak

12 Lusi Andriyani, Islam Ideologi dan Terbangunnya Partai Politik Islam (Studi Pada Partai
Keadilan Sejahtera), (Sidoarjo: Kalamsiasi, 2011), 60
13 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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kekayaan dan akses ekonomi, serta hak berkeluarga dan
mengembangkan keturunan, sebagai refleksi utuh dari konsepsi

Islam tentang manusia.'*

Bagaimanapun juga ideologi dalam konteks Islam akan
terkait dengan konteks dan sejarah yang mengarah pada fenomena
yang lebih Islami, dengan menunjukkan identitas keislaman
seperti atribut baju, jilbab, jenggot dan slogan-slogan yang Islami.
Dalam Partai Keadilan Sejahtera, Islam dipandang sebagai
ideologi yang mampu menjadi kunci untuk memecahkan semua
permasalahan yang ada dalam masyarakat, dan mampu mengubah

tatanan masyarakat yang sesuai dengan ideologi Islam. '’

Iya betul. Jadi di anggaran dasar itu ada. Jadi kalau
ideologinya kan islam ya. Yang ada di pasal 5 atau 6.
Dalam PKS memahami bahwa islam mampu menjadi
kunci pemecah masalah. Dan karena memang bagi
muslim, kita meyakini bahwa semakin seseorang itu
dekat dengan nilai-nilai al-qur’an, maka yang keluar
nanti baik itu lisan atau perbuatan akan jadi Amal
Shaleh.!®

Berikut beberapa uraian singkat dari karakterisitik partai ini,
yang disarikan dari buku sekilas partai keadilan, yang diterbitkan
DPP partai keadilan. Partai yang sangat konsern terhadap kualitas

kader-kadernya.”

4 Ibid
15 Tbid

'6 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib

17 Ali Said Damanik,Fenomena Partai Keadilan,(jakarta selatan: Teraju,2003), 239-240
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Jadi begini mbak. Ada tahapannya ya kalo gitu itu.
Jadi dari terluar ada namanya anggota pendukung,
ada anggota terdaftar. Jadi kalo pendukung ini kan
boleh siapa saja ya baik muslim maupun non
muslim. Ya dia simpati dengan PK, setuju dengan
PK, setuju dengan perjuangannya, dia bisa ikut
daftar. Lah anggota pendukung ini ada anggota
terdaftar yang pasif artinya dia sekedar memilih saja
tapi ada anggota terdaftar yang aktif ini yang terlibat
di kegiatan-kegiatan kita, bagi siapapun boleh. '*

Pertama, Moralis.”Partai keadilan berupaya menjadikan
komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan
politiknya. PK berusaha menampilkan sisi moralitas yang
bersumber pada nilai-nilai islam, ini sebagai basis serta
keteladanan. Pertimbangan moral akan selalu menjadi tonggak

dalam program dan aktivitas yang digulirkan.

Karena itu, komitmen moral dipandang sebagai sesuatu
yang sangat penting pada perjalanan sebuah bangsa atau umat.
Sebab, keunggulan intelektualitas dan materi terbukti tidak
memiliki manfaat sama sekali jika sisi moral itu diabaikan. Krisis
besar yang terjadi di berbagai negara termasuk di indonesia,
antara lain bersumber dari masalah tidak terkendalinya akhlak
manusia pemangku kepemimpinan bangsa dan bahkan rakyat

bangsa itu sendiri.

Memang seperti yang dinyatakan Allah swt. dalam Al-
Quran. Segala bentuk krisis yang melanda umat manusia

merupakan akibat logis dari arogansi, kesombongan, dan

'8 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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ketamakan manusia itu sendiri. Segala bentuk ketimpangan dan
ketidakseimbangan hidup, merupakan buah dari kezaliman dan
kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Berbagai bentuk
kerusakan yang mengepung kita sekarang ini merupakan akibat
dari ulah tangan-tangan manusia, yang tidak bertanggung jawab,
akibat dari sikap sombong dan congkak. Dan juga akibat dari
kezaliman dan kekufuran manusia terhadap ni’mat-ni’mat dan

karunia Allah”.

Aspek Moralitas dijadikan karakteristik pertama dari partai
keadilan ,sebagai sebuah konsekuensidari nilai-nilai agama
(islam) yang menjadi spirit dan landasan nilai partai itu. Islam
adalah agama penyatu yang lengkap (a religion of complete
integration), sekaligus juga sebagai jalan hidup (the way of life)
yang sempurna. Memenuhi seluruh aspek dan seluruh institusi
keberadaan manusia. Seorang muslim percaya bahwa islam
menyediakan pedoman untuk segala segi kehidupan individu dan
sosial, material dan spiritual, hukum dan kebudayaan, ekonomi
dan politik, nasional dan internasional. Islam juga merupakan
jalan hidup yang total dan utuh, baik yang menyangkut ukhrawi
maupun duniawi. Merupakan seperangkat keyakinan dan tata
peribadatan, suatu sistem hukum yang total dan utuh. Dan juga

merupakan suatu peradaban dan kebudayaan, yang mampu
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menyediakan sistem politik dan metode pemerintahan yang baik

bagi Indonesia.

2. Konsistensi Aktivis Pada ldeologi Yang Diterapkan oleh DPD

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

Secara obyektif dalam bingkai negara, maka pembuatan
paltform kebijakan pembangunan PKS didasarkan pada
paradigma dan konsensus nasional. Pancasila sebagai Dasar
Negara secara konsepsional mengandung nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa, demokrasi, hak asasi manusia. Pluralitas,
Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan
kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi
landasan kehidupan bersama, serta nilai-nilai dalam butir UUD
1945, digunakan sebagai landasan konstitusional Platform

kebijakan pembangunan ini."°

PKS menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat
Indonesia, yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku
yang membentang dari sabang hingga merauke, yang dilalui garis
khatulistiwa. Berdasarkan atas pemahaman tersebut, maka butir-
butir pemikiran dalam platform kebijakan pembangunan ini

dirumuskan.

9 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, (Jakarta: PKS 2008), 5
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PKS sebagai entitas politik nasional, secara subyektif
berjuang dengan dasar aqidah, asas dan moralitas Islam untuk
mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil,
sejahtera, dan bermartabat. Lalu bersama-sama dengan entitas
politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-
cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk diferensiasi
dan sekaligus positioning PKS, sebagai entitas politik nasional
yang berhadapan dengan entitas politik lainya. Dengan
menjadikan Islam sebagai aqidah, asas, dan basis moral. Maka
PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-
subyektif Aktivis politik adalah “Ibadah”, yang apabila bertujuan
untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk
mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara
yang baik dengan akhlak terpuji, maka Aktivis ini menjdai ibadah

yang bernilai “amal shalih”.?°

Para kader yang sudah bergabung dengan PKS, akan
terus dibina hinga mampu. Kalau sudah terbina dan
aktif kita dorong terus. Paling tidak mulai dari juz
30, 29, kemudian ke juz depan. Karena memang
bagi muslim kita meyakini bahwa semakin
seseorang itu dekat dengan nilai-nilai al-qur’an
maka yang keluar nanti baik itu lisan atau perbuatan
akan jadi Amal Shaleh.”!

Pergerakan-pergerakan islam sudah lama mempunyai ikatan

kebangsaan. Dibandingkan organisasi kedaerahan yang masih

20 Ibid, 17

2l Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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berbasis etnik. Islam terbukti berfungsi sebagai aktor integrasi,
bahkan lebih jauh lagi akar dari nasionalisme dan pembentukan

negara-bangsa untuk kasus indonesia.

Negara-negara berkembang termasuk indonesia yang relatif
baru merdeka, banyak yang masih dihantui oleh masalah-masalah
mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah
satunya masalah stabilitas Ideologi. Kerapkali konsensus sejarah
dalam memutuskan ideologi negara, berakhir tanpa penerimaan
total dari seluruh komponen bangsa yang bersangkutan. Ketika
Ideologi negara yang melandaskan kebangsaan dalam kasus
Indonesia, dinegosiasikan secara demokratis di panggung politik,
terlihat sekali bahwa proses dialektika tersebut berjalan sangat

alot.??

Misi yang telah dijanjikan oleh PKS ialah Terwujudnya
Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Agar
Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun
dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah
Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Sangat penting untuk merujuk
pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah

sukses menghadirkan Masyarakat Madani.

Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara

positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas

2 1hid, 18
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baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi. Untuk
disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati,
saling menguatkan, gotongroyong dan bersatu padu bela
kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas,
menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk
ber-silaturrahim dan ber-ta’awun untuk mewujudkan Ukhuwwah
Islamiyyah, = Ukhuwwah  Wathaniyyah dan  Ukhuwwah

Basyariyyah.?

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik
secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah
dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat
Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya
merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera. Sebagaimana
dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera. Masyarakat
Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah, adalah komunitas
yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung
Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam
Madinah diakui oleh para pakar studi Islam dari kalangan Muslim
atau Non-Muslim, sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat

modern dan menghadirkan fakta historis, tentang pengelolaan

2 Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
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negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-

royong menjaga kedaulatan negara.

Kalo dilihat dari visi — misi dalam tanda kutip kita
meminjam secara substansi piagam madinah. Piagam
madinah itu kan satu-satunya undang-undang pertama
kan. Didalamnya mengakomodasi hak asasi manusia dan
sebagainya. Nah itu yang sebenarnya kita adopsi. Dan
dimadinah sana saat itu ada muslim dan juga non muslim
yang berdampingan.?*

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara
konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural,
dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya
Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan
mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader”
menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”. Agar dapat
memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu
kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan
pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif
seperti, itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang
betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan
rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI
yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat
merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan

kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun

24 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil,

berdaulat dan bermartabat.?’

Yang awalnya “partai kader” menjadi “partai kader berbasis
massa yang kokoh” menjadi hal yang sangat menarik untuk
dicermati di tengah maraknya usaha mendirikan partai baru. Saat
ini munculnya kecenderungan untuk mendirikan partai-partai
berlabel islam, baik keinginan itu datang dari individu politisi
yang menjadi kader kekuatan sosial politik yang ada saat ini,
maupun kalangan tokoh ormas yang selama ini kita ketahui
bersikap apolitis. Kita menganggap ini sebagai gejala yang sangat
wajar dan dapat dikatakan memiliki dasar pemikiran yang masuk
akal. Karena basis sosial umat islam yang benar, juga melahirkan
berbagai kepentingan elitenya, melihat era reformasi sebagai saat
menunjukan integrasi diri dari kelompok.?® Salah satu nya yang
mulai melakukan hal tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera.
PKS telah dengan terang-terangan menerima anggota non
Muslim, dikarenakan bagi mereka yang terpenting adalah anggota
yang akan bergabung adalah WNI. Namun partai tersebut tetap
mengemukakan bahwa masih dalam asas Islam. Sehingga hal
tersebut menjadi bukti bahwa partai PKS mulai terlihat bergeser

menjadi partai uang pragmatis.

3 Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

26 Sahar L. Hasan, dkk, Memilih Partai islam, (Jakarta: Gema Insani Press,1998), 139
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Berikut Hasil Wawancara dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo.

-Apakah boleh warga yang non muslim
bergabung di PKS pak ?

-Boleh, Boleh mbak. Jadi kita mempersilahkan.
Membuka diri kepada masyarakat kan itu
anggota. Ini ada kan di pasal 9 itu kan gini mbak,
setiap warga negara indonesia dapat menjadi
anggota partai. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Jadi setiap
WNI itu boleh jadi anggota PKS, dimanapun
berada. Jadi tidak membatasi muslim saja yang
boleh masuk. Setiap WNI yang non muslim
boleh masuk kalau memang minat®’

Kaderisasi adalah metode yang dilakukan oleh PKS untuk
menginternalisasikan nilai-nilai islam sebagai upaya untuk
menguatkan identitas. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKS,
sebagai bentuk Project Identitty yang berusaha untuk
mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat, dengan
identitas barunya sebagai partai dakwah. PKS mencoba untuk
mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan
masyarakat yang dipandang telah mengalami resistensi karena
masuknya pemikiran-pemikiran Barat.

Proses penguatan di PKS lebih ditekankan pada pola
kaderisasi yang sangat selektif dan ketat. Dengan mengacu pada
manajemen manhaj tarbiyah. Sehingga materi yang disampaikan
sebagai bentuk internalisasi nilai kepada kader partai, disandarkan
secara penuh pada kurikulum yang dikembangkan oleh manhaj

tarbiyah. Setiap kader partai harus mampu menunjukkan identitas

27 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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keislaman, berdasarkan nilai-nilai yang telah disosialisasikan
melalui pola rekrutmen kader yang sangat ketat, dengan tujuan

akhir untuk mensukseskan agenda dakwah.?®

Sesuai dengan yang ada di AD/ART Partai Keadilan

Sejahtera di BAB II, tentang sasaran dan kegiatan di Pasal 2 & 6.

Pasal 2

Untuk mewujudkan tujuan partai, dirumuskan
sasaran-sasaran pencapaianya sebagaimana
diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan
Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform
Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana
Strategis Partai.

Pasal 6

1) Setiap anggota wajib mengikrarkan janji sebagai

berikut :
“Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh
kepada Anggaran Dasar, Anggaran
RumahTangga dan peraturan Partai Keadilan
Sejahtera serta setia kepada Pimpinan Partai”.

2) Setiap aggota wajib menggunakan pembinaan,
pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, sesuai
dengan jenjang keanggotaan.

3) Setiap anggota wajib taat dan berpegang teguh
kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, dan peraturan Partai.

4) Setiap anggota wajib melaksanakan kewajiban
sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia.

5) Setiap anggota harus terlibat aktif dalam
kegiatan kepartaian.

6) Setiap anggota wajib menjalankan tugas yang
diamanahkan oleh Partai.

Sehingga terlihat dengan jelas, bahwa memang PKS sangat

ketat dalam menyeleksi kader-kadernya. Namun berbanding

28 Lusi Andriyani, Islam Ideologi,60
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terbalik ketika mengutarakan keinginannya bahwa menerima

dengan senang hati bagi siapapun WNI yang non muslim untuk

ikut bergabung dengan PKS. Nyatanya saat mereka (warga non-

muslim) bergabung, ada batasan tertentu yang tidak bisa mereka

lalui. Mereka hanya bisa pada tahap anggota biasa, dan tidak bisa

naik menjadi kader.

Di PKS sendiri memang ketat ya mbak
pengkaderannya. Saya yang non muslim memang
tidak banyak kegiatannya, tidak seperti anggota lain
yang muslim. Ya mungkin hanya sekedar
silaturahmi, bahas-bahas isu terkini. Ya sering-
sering kumpul gitu mbak. Karena memang kan lebih
banyak muslimya, dan juga partai yang berasas
islam. Jelas kegiatannya banyak yang berbau agama.

Sesuai dengan AD/ART Partai Keadilan Sejahtera di BAB

IV tentang keanggotaan di Pasal 9

1))

2)
3)

4)

l.
2.

—

—_—

S)

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota
Partai sesuai dengan peraturan-perundang-undangan
Republik Indonesia.
Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota.
Keanggotaan partai terdiri atas anggota biasa, dan anggota
kehormatan.
Anggota biasa terdiri atas:
a. Angota pendukung, yaitu:
Anggota terdaftar
Anggota aktif

Anggota terbina, yaitu:

. Anggota pemula

Anggota muda

c. Anggota Inti, yaitu:
Anggota madya
Anggota dewasa

. Anggota ahli

4. Anggota purna

Setiap orang atau perseorangan yang berjasa terhadap partai
dan mengajukan permohonan kepada partai dapat diangkat
dan ditetapkan menjadi aggota kehormatan.
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B. Analisis Data Hasil Wawancara
1. Analisis terhadap Ideologi DPD Partai Keadilan Sejahtera

Kabupaten Sidoarjo

Ideologi merupakan konsep yang kontraversial dalam
analisis politik, meskipun kata 1ideologi digunakan untuk
menggambarkan tentang pandangan alamiah yang berkaitan
dengan perkembangan masyarakat atau pandangan dunia.
Semakin banyak ideologi yang berkembang, semakin berbeda

diantara mereka.

Ada beberapa catatan penting yang menjadi dasar kajian
islam dan identitas politik, berkaitan dengan peran PKS dalam
percaturan politik nasional berdasarkan observasi, antara lain:
pertama, tampilnya PKS sebagai salah satu partai dengan
perolehan suara yang signifikan. PKS membuktikan bahwa
konsolidasi organisasi yang rapi dan artikulasi gagasan yang
substansial, mampu membumi lagi dan berkesinambungan
merupakan modal penting. Kedua, perolehan suara yang cukup
berarti yang dirath oleh PKS, mampu menaikkan kembali
kepercayaan umat akan eksistensi perpolitikan Islam. Ketiga,
pentingnya penataan organisasi disamping rasa percaya diri untuk
menjadikan agama sebagai ideologi partai. Keempat, PPP dan

PKS yang telah melewati electoral treshold, meskipun komposisi

80



suara yang diraih oleh kekuatan politik Islam secara keseluruhan,
sesungguhnya terpecah kedalam lima partai berazas islam yakni

PPP, PKS, PBB, PBR, PPNUIL.?*’

Ideologi juga terkait dengan konteks historis munculnya
sebuah pemikiran, dari terbangunnya sebuah partai politik dengan
asas Islam. Sehingga memunculkan tindakan-tindakan Islami
yang dapat memberikan sumbangan-sumbangan baru bagi
pembangunan sebuah ideologi dengan dasar agama Islam. Untuk
itu PKS berupaya untuk menjadikan ideologi Islam mempunyai
pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hal yang sangat mungkin
muncul dalam praktek politik sehari-hari, dilakukan oleh PKS
sebagai salah satu partai Islam, adalah ketika ideologi islam
sebagai agama digunakan sebagai alat bagi pengabsahan dari
pimpinan-pimpinan partai atau politisi pada umumnya, dalam
memperkuat posisi dan tindakan-tindakanya di lingkungan
politiknya.**

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth aridhah)
dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (strategi
mobilitas horizontal/ta’biah al afaqiyah) dan gerakan struktural
(strategi mobilitas vertikal / ta’biah al mudiyah). Mobilitas

horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan

2 Lusi Andriyani, Islam Ideologi dan Terbangunnya Partai Politik Islam (Studi Pada Partai
Keadilan Sejahtera), (Sidoarjo: Kalamsiasi, 2011),53

30 Ibid. 58

81



dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat, agar
mereka menerima manhaj islam serta produk kebijakan islami.
Sedangkan mobilitas vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke
berbagai lembaga yang menjadi mashadirul qarar (pusat-pusat
kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-
nilai islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik.>!

Islam sebagai ideologi Partai Keadilan Sejahtera,
merupakan manifestasi dari kerangka pemikiran yang menyatu
dengan ide atau dogma yang digariskan oleh Partai Keadilan
Sejahtera. Ideologi yang dianut oleh Partai Keadilan Sejahtera
sebagai partai Islam, lebih menekankan pada nilai-nilai Islam
dalam menjalankan visi - misi serta agenda partainya. Ideologi
Islam yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, lebih
ditentukan oleh faktor keagamaan sebagai penentu program
partai. Bagi kader partai keadilan sejahtera, ideologi dipandang
mampu membantu para kader partai, untuk membuat satu
kesatuan rasa sadar diri akan identitas keislaman yang
dimilikinya. Sehingga Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai
Islam, dipandang mampu untuk membangun hubungan antara
penguasa dengan masyarakat, serta membangun legitimasi

dengan menetapkan prinsip moral yang bersih dan profesional.

31 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, (Jakarta: PKS) 2008, 11
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PKS mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang
membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia. Agar
bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya

menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai.

Partai Keadilan Sejahtera melalui program-program
kepartaiannya berupaya untuk menterjemahkan ide-ide keislaman
dengan mengembangkan sistem kehidupan yang lebih sejahtera
dengan jalan keadilan. Ini sebagai upaya Partai Keadilan
Sejahtera untuk mengoperasionalkan ide-ide Islamnya. Karena
Islam sebagai ideologi, mempunyai fungsi yang integratif dalam

sistem politik dan pemerintahan.

Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan
kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas partai. Serta
menjadi  guidence, bagi Aktivis dalam merespon dan
mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial
politik. Dengan kebijakan dasar yang jelas dan diharapkan
seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada

dalam ideologi yang dianutnya.>?

Fenomena bangsa Indonesia yang sedang mengalami

deviasi sistemik dalam kehidupan bermasyarakat, mengakibatkan

32 DPP.Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula,
Jakarta:IKAPI,2003
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terjadinya krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia. ** Dan
Partai Keadilan Sejahtera dengan ideologi Islam, meyakini bahwa
sebuah bangsa/negara akan terbebas dari segala bentuk
malapetaka dan krisis. Apabila memurnikan keimanannya kepada
Allah dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum
Allah SWT. Sebagai upaya untuk memurnikan keimanan tersebut,
diperlukan gerakan dakwah sebagai proses transformasi dan
perubahan menuju tatanan kehidupan yang islami. Gerakan
dakwah yang dibangun akan lebih efektif, apabila didukung oleh
para pendakwah (manhaj, uslub dan wasilan), yang senantiasa
mempunyai semangat yang kuat untuk terjun ke sektor kehidupan

termasuk wilayah politik**

Islam sebagai ideologi partai keadilan sejahtera, merupakan
sebuah sistem integral yang mampu membimbing ummat
manusia, menuju kesejahteraan lahir dan batin baik duniawi
maupun ukhrowi. Dan menurut dasar pemikiran partai keadilan
sejahtera, kesejahteraan tersebut akan terwujud apabila tercapai
kemenangan pribadi, dan kemenangan politik yang diraih dengan
ketagwaan individu, serta ketaqwaan kolektif melalui dakwah

yang sistemik dan terus menerus.

33 Luth, Thohir (1999). M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya (dalam Indonesian). Jakarta: Gema
Insani. ISBN 978-979-561-551-4.

3 Ibid
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2. Analisis terhadap Konsistensi Aktivis pada Ideologi Yang
Diterapkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten

Sidoarjo

Memisahkan umat islam yang merupakan mayoritas
penduduk Indonesia, dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik
dan bernegara adalah hal yang mustahil dan absurd bahkan
ahistoric. Bahkan tidak sesuai dengan prinsip dari berdemokrasi
kontitusional itu sendiri. Karenanya wajar saja bila pada masa
awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas
mempersilahkan umat islam untuk memperjuangkan ideologi dan
aspirasinya melalui lembaga parlemen. Dan umat pun memang
telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional,
berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta
menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Menggalakkan
kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara, dengan
komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era reformasi dan

lain-lain. ¥

Islam tidak menjadi kekuatan penentang disintegratif atau
sebagai ideologi alternatif. Islam menjadi kekuatan integratif
bangsa dan negara. Format perjuangan islam adalah partisipasi
penuh dalam membentuk indonesia yang kuat, adil sejahtera dan
bermartabat. Perjuangan utama umat adalah menjadikan islam

sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan

35 PKS, Ringkasan Platform dan Isu-Isu Nasional, (Jakarta: PKS) 2008, 28
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bernegara. Karenanya, perjuangan umat adalah upaya untuk
menegakkan nilai-nilai universal Islam, dalam masyarakat dan
bangsa Indonesia, dalam rangka menebarkan rahmat bagi seluruh
alam. Menjadi guru bagi peradaban, yang dilakukan baik secara

kultural maupun struktural. >

PKS membuat sebuah gerakan penyadaran dalam
menyebarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu dakwah:
upaya aktif, terencana dan menyeluruh agar umat manusia
kembali menemukan jati dirinya sebagai hamba Allah, yang
shaleh dan peduli dengan sesama : 1) Menempatkan diri sebagai
garda terdepan dalam menyadarkan, mencontohkan, menyeru dan
membentuk warga bangsa ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat
dan taat kepada tuhannya. 2) Mengembangkan suasana saling
memahami, saling menghargai, dan tolong menolong dalam
kebajikan sebagai dasar utama pembinaan hubungan antar ummat
beragama. 3) Dengan upaya yang terus menerus tanpa mengenal
lelah, memberikan kontribusi terbaik buat umat islam dan bangsa

Indonesia secara keseluruhan.?’

Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak
abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis,

konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di

36 Tbid, 29
37 1bid, 106
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Nusantara. Baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik
dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang Rahmatan
Lil Alamiin. Jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di
Seluruh Nusantara, bahkan menjadi agama yang dianut oleh
mayoritas masyarakat Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah
mencatat berdirinya beragam kerajaan-kerajaan Islam, dan
hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup serta

menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.

Substansi  keadilan sosial 1ialah, terciptanya suatu
masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan
kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hak-hak sosialnya
secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara
proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan
kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat.
Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu
yang menjadi tanggungjawab sosialnya, dalam rangka
merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak
ini merangkumi semua hak-hak individual, dan sosial manusia

Indonesia yang bermartabat.®

Yang pentingkan pada visi tadi ketemu mbak, kita ingin
melindungi segenap bangsa indonesia kemudian mendirikan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang

38 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di
Indonesia. Jakarta: TERAJU, 2002
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udah dijelaskan tadi sebelumnya. Disitu ketemunya secara
universal, secara nasional ketemu disitu. Jadi kalo bagi yang
non muslim ya itu kita arahkan ke visi kita. “Pak PKS ini
cita2nya sebagai pelopor terwujudnya kemerdekaan bangsa
Indonesia. Sepakat dengan tujuan ini, oke kita jalan kalo
udah sepakat dengan ini semua” kalo masalah agama bapak,
yang sebagaimana jalannya ajah. Mereka makan babi kan
boleh, ya silahkan karena mereka non muslim dan agama
mereka membolehkan itu. Kita hargai itu kita tidak gembor-

gembor kalo kita terbuka ya kita laksanakan saja.”

Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat
yang egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaan dan
prestasinya. Bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor
bawaan lainnya. Oleh sebab itu pluralitas kebudayaan merupakan
realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau
komunitas. Maka perlu kearifan dan kebijaksanaan dalam
memandang dan menyikapinya. Islam mengajarkan kepada
umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa
dengan cara menghargai kebudayaannya.

PKS dengan identitas partai kader menempatkan kader
sebagai modal pokok dan penggerak utama partai, sehingga
dalam pengembangannya telah dirumuskan strategi mobilisasi
kader kedalam segala sektor untuk memperkuat posisi partai
dalam merebut kekuasaan secara konstitusional. Strategi

menggerakkan kader partai dilakukan dengan penyebara kader ke

39 Hasil wawancara dengan Pak Anang Maruf,S.Pd Ketua DPD PKS Sidoarjo, pada 3 Maret 2017

pukul 10.00 wib.
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organisasi/lembaga diberbagai sektor kehidupan menuju pusat
kekuasaan dan kebijakan, menempatkan posisi atau karir kader
dakwah dalam lebaga atau organisasi tersebut, serta berperan
dalam mempengaruhi dan mengimplementasikan kebijakan
publik agar sesuai dengan manhaj islam. *°

PKS melalui program-program kepartaiannya, berupaya
untuk menterjemahkan ide-ide keislaman dengan
mengembangkan sistem kehidupan yang lebih sejahtera dengan
jalan keadilan. Ini sebagai upaya Partai Keadilan Sejahtera untuk
mengoperasionalkan ide-ide Islamnya. Karena Islam sebagai
ideologi mempunyai fungsi yang integratif dalam sistem politik

negara.*!

Bagaimanapun juga ideologi dalam konteks Islam, akan
terkait dengan konteks dan sejarah yang mengarah pada fenomena
yang lebih Islami. Dengan menunjukkan identitas keislaman
seperti atribut baju, jilbab, jenggot dan slogan-slogan yang Islami.
Dalam Partai Keadilan Sejahtera, Islam dipandang mampu
menjadi kunci untuk memecahkan semua permasalahan yang ada
dalam masyarakat dan mampu mengubah tatanan masyarakat

yang sesuai dengan ideologi Islam.

40 Lusi Andriyani, Islam Ideologi dan Terbangunnya Partai Politik Islam (Studi Pada Partai
Keadilan Sejahtera), (Sidoarjo: Kalamsiasi, 2011), 60

#! Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Platform Kebijakan Pembangunan PKS, Jakarta:2007
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Pihak PKS menyatakan dengan gamblang bahwa Ideologi
yang diterapkan ialah Islam dan memang sesuai dengan apa yang
tertulis di AD/ART Bab IV Pasal 9. Tentang setiap warga negara
Indonesia bisa menjadi anggota PKS dan memang model
pengkaderannya hampir semuanya berbau Islam. Dan didalamnya
ada kegiatan yang disebut TRP yang sudah dijelaskan
sebelumnya. TRP ini lebih banyak ditujukan untuk kader-kader
yang muslim. Sehingga proses pengkaderan bagi anggota kader
non muslim, lebih kepada kegiatan cangkrukkan dan silaturrahmi

yang lebih bersifat universal.

Lalu dari segi proses jenjang karir di PKS, memang lebih
berpihak kepada anggota kader muslim. Bagi anggota kader non
muslim, khususnya di daerah Kabupaten Sidoarjo masih sangat
sulit untuk dapat berada di jabatan pengurus inti. Karena memang
pola kaderisasinya tidak dapat berjenjang bagi mereka yang non
muslim. Berbeda dengan fenomena yang ada di Papua, karena
memang disana mayoritas warganya adalah non muslim.
Sehingga disana dari jajaran pengurus partai hingga pimpinan
pemerintahan yang diusung oleh PKS, lebih banyak dari pihak
non muslim. Hal tersebut menjadi bukti nyata, bahwa ada
perbedaan sikap terhadap anggota muslim dengan anggota yang

non muslim di daerah yang mayoritas agamanya muslim.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Ideologi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

Ideologi yang digunakan oleh PKS, secara fungsional dapat
diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, atau
tentang masyarakat dan negara yang dapat dicapai dengan dasar agama
Islam. PKS meyakini bahwa agama Islam dapat menyelesaikan berbagai
masalah, baik yang bersifat mental-spiritual maupun fisik-material. Oleh
karena itu agama Islam dilibatkan PKS secara organisatoris para
penganutnya, untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya.
Sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan. Sedangkan
secara struktural dapat diartikan sebagai suatu sistem pembenaran seperti
gagasan dan formula politik, ataupun kebijakan yang diambil oleh Partai
Keadilan Sejahtera sebagai partai politik.

Ideologi menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan kegiatan rutin
sebuah partai. PKS ini memang menerapkan ideologi islam, dimana dalam
penerapannya jelas atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah menjadi
patokan utama para kaum muslimin. Sehingga hal tersebut menjadi bukti
bahwa PKS memiliki ideologi Islam, adalah berdasarkan keterangan yang
ada di AD/ART Partai Keadilan Sejahtera di BAB I Pasal 2 tentang Nama,

Asas, Ciri, Kedudukan, dan atribut.
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Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai
Keadilan Sejahtera, terrefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai
Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah
dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang
membimbing manusia mengenal Tuhannya, dan da'wah yang ditujukan
kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan
yang dihadapinya. la adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil
di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau

fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

PKS dengan identitas partai kader, menempatkan kader sebagai
modal pokok dan penggerak utama partai. Sehingga dalam
pengembangannya telah dirumuskan strategi mobilisasi kader kedalam
segala sektor, untuk memperkuat posisi partai dalam merebut kekuasaan
secara konstitusional. Strategi menggerakkan kader partai dilakukan dengan
penyebaran kader ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan
menuju pusat kekuasaan dan kebijakan. Untuk menempatkan posisi atau
karir kader dakwah dalam lembaga atau organisasi tersebut. Serta berperan
dalam mempengaruhi dan mengimplementasikan kebijakan publik agar

sesuai dengan manhaj islam.

2. Konsistensi Aktivis Pada Ideologi Yang Diterapkan oleh DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo
Tentang hambatan-hambatan PKS dalam upayanya mendirikan

negara Islam di Indonesia, di antaranya semangat PKS untuk
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memperjuangkan Islam melalui gerakan politik, telah menimbulkan
ketegangan dan jarak dengan agama lain. Tumbuhnya kecurigaan dan
permusuhan dengan agama lain juga turut merenggangkan hubungan ini.
Selain itu, di kalangan PKS sendiri berkembang pesat klaim kebenaran
(truth claim) kelompok. Hal ini menyebabkan PKS cenderung intoleran
terhadap perbedaan keislaman dengan golongan lain. Menghadapi
hambatan-hambatan tersebut, pada akhirnya terjadi pergeseran agenda
politik PKS, dari semula untuk mendirikan negara Islam berubah menjadi
mewujudkan masyarakat yang Islami dalam wadah NKRI yang majemuk.
Dalam PKS, Islam dipandang sebagai ideologi yang mampu menjadi kunci
untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan
mampu mengubah tatanan masyarakat yang sesuai dengan Ideologi Islam.

PKS adalah partai yang menyebutkan bahwa partai mereka
berasaskan Islam, serta menyandarkan dirinya sebagai partai politik yang
lebih modern dengan basis kelas menengah, yang lahir dari kampus dengan
motor penggerak melalui lembaga dakwah kampus. PKS dengan
identitasnya sebagai partai kader menempatkan kader partai sebagai modal
pokok dan penggerak utama partai. Sehingga dalam pengembangannya
telah dirumuskan strategi mobilisasi kader kedalam segala sektor untuk
memperkuat posisi partai.

Dan hal menarik terjadi pada bagaimana proses pemantapan
ideologi yang dilakukan oleh PKS terhadap kadernya yang non muslim.

Sedangkan model dalam setiap jajaran kepengurusannya sangat kental
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dengan gaya islami, serta dalam setiap pengambilan keputusanya selalu
mengikutsertakan agama islam. Lalu bagaimana kontribusi ideologi anggota
PKS yang non muslim, sedangkan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri
islam adalah agama mayoritas.

Dikarenakan anggota partai non muslim tersebut masuk di partai
politik yang memang berasaskan Islam. Sehingga proses pengkaderannya
pun terhitung mudah namun tidak ada jenjang karir. PKS memang
membolehkan masyarakat non muslim untuk ikut bergabung, tetapi
tingkatanya hanya sampai pada anggota, namun tidak sampai pada level
kader aktif / pengurus partai. Dan hal tersebut menjadi perhatian publik.
Seakan-akan saat ini PKS bergeser menjadi partai yang pragmatis.

Sungguh disayangkan jika memang seperti itu adanya. Dan
memang menjadi hal yang wajar jika PKS bertindak seperti itu. Karena saat
ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk membuat gap antar manusia
hanya karena usur SARA. Karena Indonesia hampir saja pernah tercerai
berai karena SARA. Sebelum terjadi, akhirnya partai politik berbondong-
bondong mulai bergeser haluannya. Salah satunya dengan menunjukkan
sikap toleransinya pada umat beragama.

Dan akhirnya PKS membuktikan sikap toleransinya dengan
mengeluarkan pemberitahuan bahwa mereka dengan senang hati menerima
segala warga Republik Indonesia muslim ataupun non muslim untuk
bergabung dengan partainya, dan bersama-sama menggapai cita-cita

Indonesia. Bisa menjadi dua penilaian yang berbeda , yaitu sebagai sikap
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perwujudan toleransi PKS terhadap sesama umat beragama. Atau malah
menjadi perwujudan sikap yang mencerminkan bergesernya ideologi partai.
Dan keadaan ini didukung dengan kenyamanan yang dirasakan oleh anggota
non muslim dalam berpolitik bersama Partai Keadilan Sejahtera.

B. Saran

Sebagai sebuah hasil studi yang lahir dengan keterbatasan, penulis
menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan membutuhkan

pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait penulisan karya ilmiah ini.

Menurut penulis tindakan yang diambil oleh PKS dengan
mengumumkan bahwa dirinya mulai terbuka bagi siapapun yang ingin masuk
PKS asalkan adalah WNI, sekalipn dia non muslim. Padahal jelas-jelas pada
pasal 2 tertulis bahwa partai tersebut berasas islam. Itu tindakan yang kurang
tepat dalam menyikapi fenomena stabilitas politik di Indonesia. Memang hal
tersebut terkesan untuk mengutamakan kepentingan umum. Namun
kedepannaya akan menjadi sebuah problem tentang ketetapan tujuan dan
ideologi partai. Sikap toleran dan saling membuka diri memang diperlukan,

namun akan lebih baik tetap pada batasannya.

Dari sini diharapkan PKS bisa lebih konsiten dengan apa yang sudah
dicanangkannya. Memang saat ini stabilitas politik di Indonesia sedang
terganggu. Sehingga banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh partai politik
demi tetap kuat dan kokohnya Partai Keadilan Sejahtera. Namun jangan

sampai keluar dari ideologi yang sudah ditetapkan sejak lama.
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